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BAB 2
PERANAN PAJAK PENGHASILAN DAN PENGARUH KEBIJAKAN
UPLIFT
TERHADAP KONTRAK BAGI HASIL DALAM SEKTOR MIGAS

2.1 Pengertian Pajak dan Fungsinya

Setiap negara modern mana pun di belahan duniamieiakukan
pemungutan pajak kepada warga negara, atau kepeiilp sorang yang
melakukan kegiatan produktif bernilai ekonomis diasn wilayah kedaulatannya.
Secara umum ada pemahaman tentang pajak sebagaig@uioleh negara kepada
penduduknya yang didasarkan pada undang-undan@jgkap, bersifat dapat
dipaksakan dan bagi pembayarnya tidak diberikan traprestasi secara
langsung™*

Ada banyak konsep pemahaman terhadap pajak. Daskum diartikan
bahwa pajak adalah perikatan yang timbul karenaamgaindang yang
mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syaray yhtentukan oleh
undang-undangTatbestanyl untuk membayar sejumlah uang kepada kas negara
yang dapat dipaksakan, tanpa mendapat suatu impatensecara langsung dapat
ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengelgrangeluaran negara
(rutin dan pembangunan).

Ahli hukum di Indonesia yang lain adal&oeparman Soemahamijaya
yang mengartikan pajak sebagai iuran wajib, berupag atau barang yang
dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-normanfjuuna menutup biaya
produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam muemickesejahteraan umum.
SedangkanSI Djajadiningrat memberikan batasan pemahaman bahwa pajak
sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian darkekayaan kepada negara
disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatennyamberikan kedudukan

tertentu, tetapi bukan sebagai suatu hukuman, raemeraturan yang telah

% Singgih Riphat, “Perpajakan Uplift dari Sudut Pamg Undang-Undang Pajak
Penghasilan,”(Makalah disampaikan dalam DiskusiTamu Pers, Jakarta, 26 Mei 2005), hal.10
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ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan,itétigk ada jasa balik dari
negara secara langsung, untuk memelihara keseggahtemum.

Lebih jauh cukup banyak referensi ilmu hukum yamgladh dipahami
umum tentang pengertian pajak dari berbagai ahiigaduntuk kepentingan
pemahaman lebih jauh, maka di sini dikemukakan fagfaepengertian pajak dari
para ahliPJA Adriani memberikan pengertian pajak sebagai iuran kepagara
(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yangowagmbayarnya menurut
peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prek&asbali, yang langsung
dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk meyabi pengeluaran-
pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negtula menyelenggarakan
pemerintahar®

Dengan lebih lugasMJH Smeets mengemukakan bahwa pajak adalah
prestasi pemerintahan yang terutang melalui noronaxa umum, dan yang dapat
dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang diépajukkan dalam hal yang
individual, maksudnya adalah membiayai pengelugramerintah. Sementara
Sommerfeld menggunakan pengertian pajak sebagai peraliharbesusamber
yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepadaosegeémerintah berdasarkan
peraturan tanpa mendapat suatu imbalan kembali gsung dan seimbang,
agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugassyjalankan pemerintahan.

Pengertian  pajak  menurut Rochmat  Soemitro, Soeparman
Soemahamijayadan DI Djajadiningrat maupun para ahli hukum dari berbagai
negara tersebut sebenarnya mengamanatkan bahwk gggangut dengan
menggunakan asas legalitas. Dalam prakteknya dinggla maka pemungutan
pajak jelas menggunakan pemahaman pajak tersedmld. FPasal 23 a UUD 1945
(Hasil Perubahan Ketiga, 10 November 2001) jelagatakan bahwa “Pajak dan
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperlnegara diatur dengan
undang-undang”. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2@dfang Pengadilan
Pajak, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Pajakhasi&taua jenis pajak yang
dipungut oleh pemerintah pusat termasuk Bea MaSukai dan Pajak yang

dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan parapgrundang-undangan.

5 Ahmadi.,op.cit, hal.5.
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Oleh karena itu tidak ada pajak yang dipungut taaganya undang-
undang. Di negara maju seperti Inggris terdapagiada yang sangat terkenal
berbunyi: ‘No taxation without representatitrDi Amerika Serikat adagium itu
lebih keras lagi: taxation without representation is robb&rfPemungutan pajak
tanpa undang-undang sama saja dengan perampokasgiuAd ini tidak
berlebihan, sebagaimana dideskripsikan dengan logs Soerjono Soekanto,
dalam bukunyaleori yang Murni tentang Hukunyang dikutip secara lengkap
sebagai berikut:

“Perintah seorang penjahat untuk menyerahkan safumlang
mempunyai arti subjektif yang sama dengan perirqpatugas
pajak, oleh karena pihak yang terkena perintah litarus
menyerahkan sejumlah uang. Namun, hanya perintaharsg
petugas pajak yang mempunyai arti sebagai kaidaf gah, oleh
karena perbuatan petugas pajak berlandaskan peghugaangan
pajak”. '

Sementara itu, menurut Pasal 1 ayat (1) Undangaghdéomor 28 Tahun
2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakayebutkan bahwa:
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yargtang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasdskaang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsungiganakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemaknakat./
Dari semua pengertian itu definisi pajak memudiebapa unsur yaitu:
a. peralihan kekayaan (orang/ badan) ke masyarakat;
b.tanpa adanya imbalan yang secara langsung dapaué;
c.dapat dipaksakan;
d. berulang-ulang atau sekaligus;
e.untuk membiayai kepentingan umum (pengeluaran dain
pembangunan);
f. sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentie(ing;

g. dipungut secara langsung dan tidak langsung;

18 Soerjono Soekantdleori yang Murni tentang HukurtBandung: Alumni, 1985), hal.
12.
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Sementara itu Hukum Pajak, menu&éntoso Brotodihardjo, disebut
juga hukum fiskal, merupakan keseluruhan dari pesatperaturan yang meliputi
wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan smsgatan menyerahkan
kembali kepada masyarakat dengan melalui kas aegaenjadi bagian dari
hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukotarnegara dan orang-
orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajibarmbaygar pajak
(selanjutnya disebut Wajib Pajak).Undang-undang dan aturan pelaksanaan
inilah yang dimaksud dengan Hukum Pajak, yang dibiresia terdiri dari:

1. Undang-Undang (UU)

Peraturan Pemerintah (PP)

Keputusan Presiden (Keppres)

Keputusan Menteri Keuangan (KMK)

Surat Edaran Dirjen Pajak (SE-DJP)

Hukum Pajak itu sendiri terdiri dari Hukum Pajak teal, yaitu

o & 0N

peraturan-peraturan yang mengatur atau menunjukkgra yang dimaksudkan
sebagai Wajib Pajak, apa atau pendapatan manadjkargakan pajak, dan berapa
besarnya tarif pajak yang terutang. Hukum Pajakekidtintara lain:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh);

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPn);

Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah danuBanBPHTB);
Undang-Undang Bea Materai; dan

o bk~ 0N

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sementara itu jenis Hukum Pajak yang kedua adalakutd Pajak
Formal, yaitu peraturan-peraturan pelaksana danbegmpetunjuk kepada
administrasi pajak dan Wajib Pajak agar pajak ddpanakan/dipungut setepat-
tepatnya dan merupakan peraturan-peraturan mengarsauntuk menggunakan
Hukum Pajak Materiil menjadi kenyataan. Hukum Pd&akmal antara lain:
1. Undang-Undang Ketentuan Umum Tatacara PerpajakdP)K
2. Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; d
3. Undang-Undang Pengadilan Pajak.

" Ahmadi, op. cit., hal.8.
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Oleh karena itulah ada beberapa konsepsi hukum enangdsarakteristik
umum dari pajak yang dipergunakan sebagai pers$pddiar dalam perumusan
Hukum Pajak Formil maupun materiil (undang-undaerppjakan), yaknit®

1. Pajak dipungut oleh negara berdasarkan dengan teekumdang-
undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan aan
kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran pembayaranrpeate bila dari
pemasukkannya masih terdapat surplus maka akargdipekan untuk
membiayai pengeluaran pembangunan untuk masyargkatlic
investment), sehingga tujuan utama dari pemungpi@ak adalah
sumber keuangan negara,

4. Pajak dipungut disebabkan karena adanya suatu &egkiejadian dan
perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pes#ssang.

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat digaksgang terutang
menurut peraturan perundang-undangan, tanpa mekRdaparestasi kembali
yang langsung dapat ditunjuk. Pajak digunakan umh@mbiayai pengeluaran
umum sehubungan dengan tugas negara untuk mengelakgn pemerintahan.
Pemungutan pajak harus sesuai dengan prinsip kead8istem perpajakan
Indonesia menganut prinsip keadilan horizontal d#aadilan vertikal. Suatu
pemungutan pajak dikatakan adil secara horizoapabila beban pajaknya adalah
sama atas semua Wajib Pajak yang mendapatkan pglaghgang sama dengan
jumlah tanggungan yang sama tanpa membedakanpenghasilan atau sumber
penghasilan atau biasa disebefiual treatment for theequals Sedangkan
pemungutan pajak dikatakan adil secara vertikalbiégpaorang-orang dengan
tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda dikelra§ak Penghasilan yang
berbeda setara dengan perbedaannya atau biasatdiselgarunequal treatment
for the unequals

Keadilan merupakan kata kunci dalam upaya penagriabtuk memungut

dana dari masyarakatgnsfer of resourcgsAda dua macam asas keadilan dalam

' Ibid.

Universitas Indonesia

Analisa kebijakan..., Arina Novizas S., FH Ul, 2010



17

pemungutan pajak yang sangat terkenal yaenefit principle approaclkdan
ability to pay principle approachDikatakan pemungutan pajak itu adil menurut
pendekatarbenefit principleadalah dalam suatu sistem perpajakan yang adil,
maka setiap Wajib Pajak harus membayar pajak segé¢sgan manfaat yang
dinikmatinya dari kegiatan pemerintah. Untuk mentamkan pembebanan pajak
melalui pendekatan ini, perlu diketahui terlebirhula besarnya manfaat yang
dinikmati Wajib Pajak yang bersangkutan dari keapiatpemerintah yang
memerlukan pengeluaran yang dibiayai dari penemnpagak tersebut. Indonesia
jelas tidak mungkin menganut pendekabsmefit principleini, karena diyakini
pemerintah akan kesulitan dalam menentukan konéstgsi yang harus diberikan
kepada masing-masing pembayar pajekpénditur¢ yang harus proporsional
dengan manfaat yang diterima pemerintagvénug. Pungutan dalam bentuk
retribusi adalah dana yang dipungut dengan mepeodekatarenefit principle
ini. Sebagai contoh, setiap pemerintah menyediakasilitas jalan bebas
hambatan, untuk penggunaan fasilitas ini, pemakéanj bebas hambatan,
diwajibkan untuk membayar biaya dengan tarif tdcetergantung klasifikasi
kendaraan yang dipakai. Jelas bahwa pemakai jalabasb hambatan
mengorbankan sejumlah pengeluaran untuk manfaatlaeapnenggunakan jalan
bebas hambatan yang langsung disediakan oleh pgaieBenefit principlepada
dasarnya hanya mungkin diterapkan atas kegiatareqm@ith dibidangpublic
utilities.

Prinsip pemungutan pajak yang lain adathé ability-to-pay principle
Prinsip ini terlihat lebih relevan untuk menjadidabelakang sistem pemungutan
pajak di Indonesia, karena prinsip ini menyarankgar pajak itu dibebankan
pada para pembayar pajak berdasarkan kemampuak m@mbayar masing-
masing. Penerapan prinapility to- paydi Indonesia terkait dengan penggunaan
tarif progresif dalam menentukan Pajak Penghasdarnang.

Pajak juga memiliki fungsi-fungsi lain yang tidakekedar untuk
memperoleh penerimaan keuangan negara bagi perahigy@merintahan dan

pembangunan. Secara hukum ada beberapa fungsj paiak*

19 Kesit Bambang PrakosaHukum Pajak Penerbit Ekonisia, Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006, hal.
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1. Fungsi Reguler yaitu pajak dipungut untuk mendorong kegiatan
investasi, mencegah konsumsi barang tertentu, ntesibgola
konsumtif di masyarakat, dan menekan laju inflasi;

2. Fungsi Demokrasj yaitu pajak dipungut sebagai wujud bentuk
persamaan partisipasi dalam pembangunan oleh na&syar

3. Fungsi Redistribusi, yaitu pajak dipungut kepada semua lapisan
masyarakat sebagai wujud bentuk untuk menegakkadilke sosial,
dengan diwujudkan melalui tarif pajak yang prodtesi

4. Fungsi Budgeter yaitu hasil pemungutan pajak berfungsi untuk
membiayai pembangunan, membuka lapangan kerja,ndanbayar
gaji pegawai negeri sipil dan sebagainya.

Jika diamati bahwa seluruh undang-undang perpajakgang
mengemukakan alasan adanya pembenaran bahwa @ajgk thenjadi sumber
utama pembiayaan pemerintah atau negara, termasukes pendapatan bagi
daerah, maka sesungguhnya jelaslah bahwa hukunk p@jandonesia (UU
Perpajakan yang berlaku) hanya mengedepankan FBaodgeter semata. Hal ini
tentu saja sangat bertentangan dengan fungsi-fupggik yang lain yang
semestinya juga diterapkan dan menjadi nafas yanta sdalam implementasi
perumusan dan pemberlakuan UU Perpajakan.

Bagaimana pun, jika pemerintah ingin mengambil befamggung jawab
untuk mengurangi kemiskinan, membuka lapangan ketfgm meningkatkan
produktifitas perekonomian negara, maka Fungsi Regu adalah juga
keutamaan. Artinya, pajak dipungut untuk mendoroegjatan investasi, terutama
investasi langsung dalam rangka meningkatkan pegusem ekonomi® Dalam
mana investasi asing atau penanaman modal asiagaskmgsung adalah yang
paling besar dan berpengaruh dalam meningkatkaduksd nasional. Yang
dimaksud dengan investasi langsung adalah kekayaastor yang ditanamkan
langsung pada sektor-sektor produktif, seperti nargbn perusahaan untuk

memproduksi barang dan jasa. Oleh sebab itu depgatimbangan Fungsi

% Sentanoe KertonegorAnalisa dan Manajemen Investaglakarta: Widya Press,1995)
hal. 102

Universitas Indonesia

Analisa kebijakan..., Arina Novizas S., FH Ul, 2010



19

Reguler, maka UU Perpajakan harus dapat merangsseng menstimulasi
pertumbuhan investasi PMA di dalam negeri.

2.2. Pembedaan dan Pembagian Jenis Pajak

Dalam hukum pajak terdapat pembedaan jenis-jenak pgang dibagi ke
dalam golongan-golongan besar. Pembedaan dan psmbagy mempunyai
fungsi yang berlainan. Ada yang fungsinya hanyajakian untuk memudahkan
pekerjaan di dalam praktik dan ada juga yang fumygsditujukan kepada tujuan
iimiah. Berikut ini adalah penggolongan pajak yadgedakan menurut
golongannya&*

1. Pajak langsung yaitu pajak yang bebannya haruguigendiri oleh
Wajib Pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilinkaaethkepada orang
lain dan dipungut secara berkala. Contohnya: PRgghasilan;

2. Pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang befzandapat
dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen damndut setiap
terjadi peristiwva atau perbuatan yang menyebabdariangnya pajak.
Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai Baa Balik
Nama.

Manfaat pembedaan pajak ke dalam pajak langsungpdpak tidak langsung

adalah untuk menentukan sistematik dalam ilmu pgehgen (saat timbulnya
hutang pajak, kadaluwarsa dan tagihan susulan)entekan cara pengadaan
proses peradilan karena perselisihan dimana unajiékplangsung lazimnya
diselesaikan melalui pengadilan administrasi sekimgpajak tidak langsung
diselesaikan di muka Hakim biasa; dan terakhir kinmhenghindari kekebalan
perwakilan asing dalam hal ini perwakilan asing yeardikecualikan dari

pengenaan pajak langsung tidak demikian terhadag pdak langsung.

Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua yaitjakaubjektif dan pajak

objektif. Pajak Subjektif ialah pajak yang mempéian pertama-tama keadaan
pribadi Wajib Pajak untuk menetapkan pajaknya halitsmukan alasan-alasan

yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaaerialnya, yaitu yang

2L Achmad Tjahjono & M.Fakhri HuseiRerpajakan(Yogyakarta: Unit Penerbit dan
Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN). hal.6
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disebut gaya pikél. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan orarzagiyi
hubungan antara pajak dan Wajib Pajak adalah lawggsieh karena besarnya
Pajak Penghasilan yang harus dibayar tergantungdieepesarnya gaya pikulnya
dalam hal ini keadaan Wajib Pajak sangat mempehgaesar kecilnya jumlah
pajak yang terutang. Sementara itu, pajak objekéfihat kepada objeknya baik
itu berupa benda dapat pula berupa keadaan, parbudau peristiwva yang
mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar kemudizerulah dicari
subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersanghatgsung dengan tidak
mempersoalkan apakah subjek ini berkediaman dinesia ataupun tidak.

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi gaitu pajak

negara (pajak pusat) dan pajak daerah. Berikutgmoggan pajak negara (pajak
pusat) dan pajak daerah, yaitu:

1. Pajak negara merupakan pajak yang dipungut perakripiisat yang
penyelenggaraanya dilaksanakan oleh Departemen n§anadan
hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumalgtanggara pada
umumnya. Pajak negara terbagi atas pajak yang gijpuwieh Dirjen
Pajak dan pajak yang dipungut Bea Cukai. Pajak yApgngut oleh
Dirjen Pajak adalah Pajak Penghasilan, PPN, PajakniBdan
Bangunan, dan Bea Materai.

2. Pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipunghtaderah seperti
Propinsi, Kabupaten maupun Kotamadya berdasarkatupen daerah
masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pemarayBumah
Tangga Daerah masing-masing. Pajak daerah tetdsi @ajak-pajak
tingkat Propinsi yang meliputi Pajak Kendaraan Beon Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah dgakRjin
Penangkapan lkan di wilayahnya; Pajak-pajak tinglaiupaten yang
meliputi pajak atas pertunjukan dan keramaian umpajak atas
reklame, pajak atas kendaraan tidak bermotor, PRgkbangunan,
Pajak Radio, Pajak Jalan, Pajak Bangsa Asing daak Faotong
Hewan; macam-macam pajak lain seperti Bea Jalaa, Fzagkalan,
Bea Penambangan, uang atas penguburan, uang pengepdaraan

22 |pid. ,hal.7.
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bermotor, retribusi jembatan timbang, retribusissta bis, retribusi

tempat rekreasi, retribusi pasar dan retribusnhgn

2.3. Kewajiban Pajak

Semua orang yang berdomisili di Indonesia dagatidian subjek pajak,
sedangkan yang berdomisili di luar negeri hanyatdpadikan subjek pajak jika
mempunyai hubungan ekonomi dengan Indonesia. Kayenada dua pengertian
yakni kewajiban pajak subjektif dan kewajiban olijekKewajiban pajak
subjektif adalah kewajiban yang melekat pada suykpada umumnya setiap
orang yang bertempat tinggal di Indonesia memekeivajiban pajak subjektif.
Sementara itu, untuk orang di luar Indonesia keyaaji subjektif ada kalau
mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia (mesalmempunyai
perusahaan di Indonesia. Kewajiban pajak subjeldlam negeri untuk pajak
penghasilan adalah:

Tabel 3
Mulai Berakhir
1. Pada  waktu seseorang 1. Pada waktu seseorang
dilahirkan di wilayah meninggal dunia;
Indonesia; 2. Pada waktu seseorang
2. Pada  waktu seseoraig meninggalkan Indonesia untuk
menetap di Indonesia. selamanya.

Sedangkan kewajiban pajak subjektif luar negerieddsebagai berikut:
Tabel 4
Mulai Berakhir

1. Pada waktu seseorang 1. Pada  waktu hubungan

dilahirkan di Iluar wilayah ekonomis dengan Indonesia
Indonesia dan mempunypi seperti di atas terputus;

hubungan ekonomis tertentu 2. Pada  waktu seseorang

dengan Indonesia menunut menetap di Indonesia;
Undang-undang Pajak; 3. Pada waktu seseorang
2. Pada waktu seseorang meninggal dunia.
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menetap di luar negeri senta

=)

mempunyai hubunga

ekonomi seperti di atas.

Kewajiban pajak objektif adalah kewajiban yang rkate pada objeknya,
seseorang dapat dikenakan kewajiban pajak objédiia mendapat penghasilan

atau mempunyai kekayaan yang memenuhi syarat medodang-undang.

2.4. Timbulnya Hutang Pajak, Penagihan dan Berakhinya Hutang Pajak

Hutang pajak timbul jika Undang-undang yang menjddsar untuk
pungutannya telah ada, dan telah dipenuhi syaeagsgubjek dan syarat objektif,
yang ditentukan oleh Undang-undang secara bersSgyaat objektif dipenuhi
apabila Tatbestand(keadaan yang nyata) yang disebut oleh Undang-gndan
dipenuhi. Tatbestanddapat berupa perbuatan, keadaan atau peristival Sa
timbulnya hutang pajak mempunyai peranan yang niaken dalam
pembayaran/penagihan pajak, memasukkan surat kaberpenentuan saat
dimulai dan berakhirnya jangka waktu daluwarsa asarenerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Fajakng Bayar Tambahan.

Penagihan ialah perbuatan yang dilakukan olehkiuirat Jenderal Pajak,
karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undamdpng pajak, khususnya
mengenai pembayaran pajak yang terutdngndakan penagihan pajak dapat
dilakukan dengan 2 langkah sebagai berikut:

1. Penagihan secara aktif yaitu dengan penyeraK&®KB, SKPKBT dan STP
serta apabila belum berhasil dapat dilakukan memagjgan surat teguran;

2. Penagihan secara aktif yaitu penagihan dengarggoneakan surat paksa dan
dilanjutkan dengan tindakan sita.

Setiap peristiwa perikatan, termasuk hutang pagakla akhirnya akan
jatuh tempo dan harus berakhir. Secara lengkakienga hutang pajak adalah
sebagai berikut:

a. pelunasan/pembayaran ke kas negara atau teaipaydng ditunjuk oleh

negara seperti bank-bank pemerintah, kantor pogidan

2 |pid., hal.15
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b. kompensasi dapat dilakukan atas pembayaraatdarkerugian;

c. penghapusan hutang terhadap kewajiban pajak&at&ajib Pajak mengalami
kebangkrutan sehingga mengalami kesulitan keuangan;

d. daluwarsa yaitu jika dalam jangka waktu tertestiatu hutang pajak tidak
ditagih oleh pemungutnya, maka hutang pajak tets#ibnggap lunas dan tidak
dapat ditagih lagi.

2.5 Asas dan Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat 3 (tiga) asas pemungutan pajak yaitu @sassili, asas sumber
dan asas kebangsaan. Asas domisili dalam hal gwraedimana Wajib Pajak
tinggal berhak mengenakan pajak terhadap semuahasiten Wajib Pajak yang
berdomisili di wilayahnya, atas penghasilan yangasa&l dari dalam negeri
maupun dari luar negeri. Asas sumber merupakan ep@@y pajak yang
didasarkan pada sumber atau tempat penghasilamaberpabila sumber
penghasilan berada di Indonesia maka negara Indobheghak memungut pajak
kepada setiap warga negara. Asas kebangsaan memngan pengenaan pajak
dengan kebangsaan suatu negara.

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pgutan, yaitu:

1. Official Assessment Systemerupakan suatu sistem pemungutan pajak
dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atak pajag terutang oleh
Wajib Pajak ditentukan olehiskus.

2. Self Asessment Systemerupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana

wewenang sepenuhnya untuk menghitung besarnya pajadx terutang
oleh Wajib Pajak diserahkan olehiskus kepada Wajib Pajak yang
bersangkutan, sehingga dengan sistem ini WajibkFaaus aktif untuk
menghitung, menyetor dan melaporkan kepada KanétayBnan Pajak

(KPP) sedangkarfFiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan

pengawasan.

3. With Holding Systenalah suatu cara pemungutan pajak yang memberikan

wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut atanatosg besarnya
pajak yang terutang. Dalam hal ini Wajib Pajak &&akushanya bersikap
tidak aktif.

Universitas Indonesia

Analisa kebijakan..., Arina Novizas S., FH Ul, 2010



24

2.6. Dasar Hukum Pajak Penghasilan
Pajak penghasilan sebagai bagian integral dari kipdadang perpajakan
telah dikenal sejak zaman Belanda . Perkembangan péabaikan terhadap
Undang-undang tersebut merupakan proses yang idiedouju penyempurnaan
dalam hal pelaksanaan Undang-undang pajak itu séhd?enghasilan pada
umumnya timbul karena adanya tindakan ekonomi. Irasian terjadi sebagai
akibat di luar tindakan ekonomi atau di luar sysgtistiwa yang dikaitkan dengan
atau dilakukan oleh suatu subjek yang sering merpathku ekonomi. Dasar
hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-undang Nomdang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Na@tdrahun 1994 dan
diubah lagi dengan UU Nomor 17 Tahun 2000 dan didbgi dengan Undang-
Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasfirah dan tujuan
penyempurnaan Undang-undang Pajak Penghasilah selataai berikut:
a. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
b. Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;
c. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangiaingkatkan investasi
langsung di Indonesia, baik penanaman modal asagum penanaman modal
dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu deralti@aerah tertentu yang

mendapat prioritas.

2.7. Karakteristik Pajak Penghasilan
Pajak penghasilan memiliki beberapa karakterisikakteristik pajak penghasilan
antara lain:
1. Pajak langsunglifect tax)yaitu pajak yang beban pajaknya tidak bisa dipkatah
kepada pihak ketiga;
2. Pajak subyektif yaitu pajak yang dalam pengeyaamemperhatikan keadaan
subyek pajak.

24 |bid., hal.102.
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2.8. Subjek Pajak Penghasilan
Pajak penghasilan menganut 2 (dua) asas yaitwlasasili dan asas sumber.
Asas domisili dalam hal ini negara dimana Wajib aRajtinggal berhak
mengenakan pajak terhadap semua penghasilan Waak Pang berdomisili di
wilayahnya, atas penghasilan yang berasal darindaegeri maupun dari luar
negeri. Asas sumber merupakan pengenaan pajakdidagarkan pada sumber
atau tempat penghasilan berada. Apabila sumberhpsiign berada di Indonesia
maka negara Indonesia berhak memungut pajak kepeti@ warga negara.
Hubungan Subyek Pajak dengan Wajib Pajak adalakieb8hbyek Pajak tidak selalu
menjadi Wajib Pajak tetapi Wajib Pajak selalu mekam Subyek Pajak karena
Subyek Pajak menjadi Wajib Pajak apabila memiliyek yang dapat dikenakan
pajak dan memenuhi syarat obyektif dan subyektiiggakar?® Subyek Pajak adalah
orang atau badan yang melakukan kegiatan usahataayang melakukan tindakan
hukum terhadap pihak lain dan atau yang mempursyta kekayaan dan penghasilan
yang menurut Undang-Undang Peraturan Perpajakdeviigiban melaksanakan
kewajiban formil dan materiil perpajakan. Semeniiargoengertian Wajib Pajal éx
Payers)adalah subjek pajak yang dinyatakan mampu untu&ksenakan tindakan
hukum di masyarakat menurut ketentuan hukum petatamemiliki atau terikat
oleh obyek yang dikenakan pajak menurut ketentuadahg-Undang Perpajakan
yang berlaku. Subjek pajak menurut Pasal 2 ayat)(Undang-undang Pajak
Penghasilan ialef:
a.l). Orang pribadi;
2). Warisan yang belum terbagi sebagai suasitugsmenggantikan yang berhak;
b.) Badandan;
c.) Bentuk Usaha Tetap merupakan subjek pajak ygeglakuan
perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajakib8dajek pajak
dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dafekybajak luar

negeri. Subjek pajak dalam negeri add&ah:

% Rukiah Handokd&®engantar Hukum PajagDepok: Fakultas Hukum Universitas
Indonesia), hal.55.

% Indonesia (1)loc.cit., ps.2 ay.1

" Ibid. ps.2 ay.3.
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a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indomesang pribadi yang
berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delgpdnh tiga) hari
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau ogigadi yang
dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia danpemeyai niat untuk
bertempat tinggal di Indonesia,;

b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukalmdbnesia, kecuali
unit tertentu dari badan pemerintah yang mementiteria:

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peratl@amdang-
undangan;

2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapddan
Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan B&aejah;

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Peaterifiisat
atau Pemerintah Daerah;

4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasagsifinal
negara; dan;

c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesathsrggantikan yang
berhak.

Subjek pajak luar negeri adal&h:

a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal dioimesia, orang pribadi
yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seraelapan puluh
tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) butian badan yang
tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan diddnesia, yang
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melatatuR Usaha
Tetap di Indonesia;

b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal didnesia, orang pribadi
yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seraelapan puluh
tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) buttan badan yang
tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan didnesia, yang dapat
menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonedak dari
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melatatuR Usaha
Tetap di Indonesia.

2 |bid. ps.2 ay.4.
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Pembagian Subyek Pajak menjadi dalam negeri damégeri sebenarnya
dikaitkan dengan pemberian perlakuan pajak yangegear untuk masing-masing
subyek pajak itu, ketika nantinya sudah memenubaratysebagai Wajib Pajak.
Perbedaan perlakuan perpajakan untuk kedua Wajgk Rasebut adalah sebagai
berikut:

1. Wajib Pajak dalam negeri
Dikenakan terhadap semua penghasilan baik dari nkgia
maupun dari luar Indonesia. Dikenakan pajak ber#tasa
penghasilan netto dengan tarif umum Pasal 17. WRgak
menyampaikan SPT sebagai sarana untuk menetaplean y@ang
terutang dalam satu tahun pajak.

2. Wajib Pajak luar negeri
Dikenakan hanya terhadap semua penghasilan yasgrbeer dari
Indonesia. Terhadap Wajib Pajak luar negeri yangupsakan
orang dikenakan pajak berdasarkan penghasilan demgan tarif
sepadan sedangkan untuk BUT berdasarkan penghasdto
dengan tarif umum. Wajib Pajak orang tidak wajibTSRarena
pengenaan pajak bersifat final akan tetapi terhad@pb Pajak
BUT tetap wajib SPT dengan sisteelf assessment.

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipgkgn oleh orang
pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesieng pribadi yang berada di
Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delaparulpuiga) hari dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tiddkikin dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha r@lakukan kegiatan di
Indonesia, yang dapat berupa:

a. tempat kedudukan manajemen;

b. cabang perusahaan;

c. kantor perwakilan;

d. gedung kantor;

e. pabrik;

f. bengkel;

g. gudang;
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h. ruang untuk promosi dan penjualan;

I. pertambangan dan penggalian sumber alam;

j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,
atau kehutanan;

l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek peaki

m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegataai orang lain,
sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hlialam jangka
waktu 12 (duabelas) bulan;

n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang
kedudukannya tidak bebas;

0. agen atau pegawai dari perusahan asuransi ydag didirikan dan
tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang mergegremi asuransi
atau menanggung risiko di Indonesia; dan

p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otismat
yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyg@@ara transaksi
elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha meiatarnet.

Ada tiga jenis penghasilan BUT. Penghasilan tersatialah’’

1. Attributable Incomeyaitu penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT
tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikugg&inghasilan BUT
sendiri).

2. Force of Attraction Incomgaitu penghasilan kantor pusatnya dari usaha
atau kegiatan penjualan barang atau pemberiandjas@onesia yang
sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukdah BUT di
Indonesia. Hal ini karena pada hakikatnya usaha letgiatan kantor
pusat di Indonesia tersebut termasuk dalam ruargkup usaha dan
kegiatan yang dapat dilakukan oleh BUT.

3. Effectively Connected Inconyaitu penghasilan berupa deviden, bunga

termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungagah jaminan

%9 Yenni Mangotinglurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 3, NaN®dvember 2001: 142 —
156.Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomniversitas Kristen
Petra.Http://Puslit.Petra.Ac.ld/Journals/Accounting
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pengembalian utangroyalty, sewa (imbalan lainnya sehubungan
dengan penggunaan harta), imbalan sehubungan dgsgampekerjaan
(kegiatan),
hadiah/penghargaan, pensiunan/pembayaran berkalanyda yang
diterima oleh kantor pusat (Wajib Pajak Luar Negelari Indonesia,
sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUTdeg@gan harta atau
kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut.

2.9. Obyek Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 36uifaR008
menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adatalghasilan yaitu setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima ataualigbeWajib Pajak, baik
yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Insiangang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pagalg ybersangkutan,
dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Adapun unsur-unsur yang timbul dari definisi pergijlaa yang menjadi

obyek pajak ini adalah:

1. Tambahan kemampuan ekonomis. Unsur ini memekaisep akresi
(accretionconcep) atau konsep pertambahan, dimana yang termasuk
penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ungriguasai
barang dan jasa yang didapat oleh Wajib Pajak deaiom pajak yang
berkenaan.

2. Yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Unsummamenuhi konsep
realisasi fealization concept dimana tambahan kemampuan ekonomis
dapat dikatakan sebagai suatu penghasilan apaioitd glirealisasi atau
secara akuntansi penghasilan tersebut sudah damaktuklan, baik
dengan menggunakan pringi@sh basisnaupunaccrual basis.

3. Baik yang berasal dari Indonesia maupun yang blerdaa luar
Indonesia. Unsur ini memenuhi konsegrld-wide-income dimana
penghasilan yang dikenakan pajak meliputi pengiiasihanapun
juga, baik yang berasal dari Indonesia maupunldariindonesia.
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4. Yang dipakai untuk konsumsi maupun yang dipakaukinhembeli
harta. Bahwa penggunaan penghasilan apakah yamgdak@nsumsi
atau ditabung, semuanya dikenakan pajak.

5. Dengan nama dan dalam bentuk apapun. Unsuremenuhi konsep
bahwa hakekat ekonomis adalah lebih penting daaiehtuk formal

yang dipakai gubtance-over-form-princip)Jedimana yang menentukan
apakah penghasilan itu merupakan Obyek Pajak bpkaia bentuk
yuridis, melainkan hakekat ekonomis.

Sistem perpajakan di Indonesia mengagiabal taxation Global taxation
adalah sistem pengenaan pajak atas penghasilarardezaya menjumlahkan
semua jenis tambahan kemampuan ekonomis dimanapapat, di Indonesia
dan di luar negeri, lalu atas seluruh penghasdesebut diterapkan suatu struktur
tarif progresif yang berlaku atas semua Wajib P&jaklobal taxation system
pada dasarnya memenuhi konsep keadilan dalam pkgogj yaitu keadilan
horizontal dan keadilan vertikal seperti yang tetfifelaskan di atas. Selain
Global taxation systemsistem perpajakan di Indonesia juga mengagiobal
schedular taxationdimana menurut sistem ini ada penghasilan-pengimasil
tertentu dikenakan tarif sendiri-sendiri berdasaréturan yang berlaku. Misalnya
pajak atas pendapatan bunga deposito sebesar 20fg sidatnya final.
Sebenarnya sistem ini merupakan Kketidakadilan dajznpajakan karena
seharusnya atas semua penghasilan yang diperglehlahkan dan diterapkan
satu tarif saja yaitu tarif progresif. Tetapi besaikanglobal schedular taxatign
ada penghasilan-penghasilan tertentu yang tidakmdijhkan dan pengenaan
pajaknya menggunakan tarif khusus. Tujuan dgobal schedular taxation
sebenarnya adalah untuk mempercepat masuknya pe@eri negara dan
penyederhanaan administrasi perpajakan karenayafgang final atau langsung
di potong pajak setiap saat penghasilan tersaibuti

Yang menjadi Objek Pajak penghasilan menurut Rasgiat (1) Undang-
undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah penghasilan ysatiap tambahan

%'R. MansuryPanduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indon&satang Apa
Yang Menyebabkan Subyek Pajak Dikenakan PRajikd Dua (Jakarta: PT Bina Rena
Pariwara,1996), hal.82.
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kemampuan ekonomis yang diterima atau diperolehibMapjak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonegag dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pagalg ybersangkutan,
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, ternfasuk:
a.penggantian atau imbalan berkenaan dengan pakemjau jasa yang
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tuygan honorarium,
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau ilabadalam bentuk
lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-urgpligu
b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegadarpenghargaan;
c. laba usaha;
d. keuntungan karena penjualan atau karena peagdiérta termasuk:

1. keuntungan karena pengalihan harta kepada parser
persekutuan, dan badan lainnya sebagai penggdraimsatau
penyertaan modal,

2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegdam,
sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroarglpgtgn, dan
badan lainnya;

3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, bpedm,
pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha,eteganisasi
dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

4. keuntungan karena pengalihan harta berupa Hiaaityan, atau
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluaegkarah
dalam garis keturunan lurus satu derajat dan bkdagamaan,
badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasaey&si, atau
orang pribadi yang menjalankan usaha mikro danl kgang
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturaantsti
Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan ,usaha
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antaekmghak

yang bersangkutan; dan

% bid.,ps.4 ay.1
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5. keuntungan karena penjualan atau pengalihangsebatau
seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalambiggaan,
atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telsbankan sebagai

biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan
karena jaminan pengembalian utang;

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapumasek dividen dari
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, daragemtsisa hasil
usaha koperasi;

h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

I. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta;

J. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala,

k. keuntungan karena pembebasan utang, kecualiasaiepgan jumlah
tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemigrinta

|. keuntungan selisih kurs mata uang asing;

m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

n. premi asuransi;

0. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dnggotanya yang
terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atkerjaan bebas;

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari pataghasng belum

dikenakan pajak;

g. penghasilan dari usaha berbasis syariah;

r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undadgng yang

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata carajpkgn; dan

S. surplus Bank Indonesia.

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak beréifal>?

a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabunganya, bunga
obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpyeran dibayarkan
oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi

#bid.,ps.4 ay.2.
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b. penghasilan berupa hadiah undian;

c. penghasilan dari transaksi saham dan sekurdasiya, transaksi
derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan trasisaénjualan saham
atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaangaanya yang
diterima oleh perusahaan modal ventura;

d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta paerianah dan/atau
bangunan, usaha jasa konstruksi, usedal estate dan persewaan
tanah dan/atau bangunan;

e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengeu berdasarkan
Peraturan Pemerintah.

Penghasilan yang dikenakan pajak seperti yang herseli atas

dikelompokan dalam empat bagian besar yaitu:

1. Penghasilan dari menjalankan perusaheatefprisg¢ atau penghasilan
dari melakukan kegiatan usahgbusiness income Misalnya
penghasilan dari usaha barang dan jasa sepert isatgkel frading,
kantor pengacara, notaris dan lain-lain.

2. Penghasilan dari kegiatan melakukan pekerjaamployment income
Misalnya penghasilan sebagai karyawan dari suatispkaan.

3. Penghasilan dari modal yang berupa harta matgkugerak. Misalnya
bunga, deviden, sewa dan royalty.

4. Penghasilan lain-lain. Misalnya pembebasan ytaadjah atau undian.

Yang dikecualikan dari Objek Pajak menurut Pasatat (3) adalah:

a.l. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yategimé oleh badan amil
zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atsah#an oleh pemerintah
dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhaki dsumbangan
keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agamagy ydiakui di
Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaamy ybentuk atau
disahkan oleh pemerintah dan yang diterima olelep&a sumbangan yang
berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau leeicas Peraturan
Pemerintah; dan

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga séddedam garis keturunan

lurus satu derajat, badan keagamaan, badan peawljdizadan sosial
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termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yaagjalankan usaha
mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengaau aberdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak adarigam dengan usaha,
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di anténak4pihak yang

bersangkutan;

. warisan;

harta termasuk setoran tunai yang diterima bban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat(1) huruf b sebagai penggandinsatau sebagai pengganti

penyertaan modal,

. penggantian atau imbalan sehubungan denganja@ketau jasa yang diterima

atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kendmmdari Wajib Pajak atau
Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan WRamRk, Wajib Pajak yang
dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yarepggunakan norma
penghitungan khususléemed profjtsebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
pembayaran dari perusahaan asuransi kepadamibadi sehubungan dengan
asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asureasiasuransi dwiguna, dan
asuransi bea siswa;
dividen atau bagian laba yang diterima ataurdied perseroan terbatas sebagai
Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usah& mégara, atau badan
usaha milik daerah, dari penyertaan modal padanbasizha yang didirikan dan
bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;

2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik aelgar badan usaha milik
daerah yang menerima dividen, kepemilikan sahana fdlan yang
memberikan dividen paling rendah 25% (dua pulutalipersen) dari
jumlah modal yang disetor;

iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiang pendiriannya telah
disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar olemlgeri kerja, maupun

pegawai;

. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dagr@siun sebagaimana

dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertgahg ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan;
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I. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggiata perseroan komanditer
yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, uguse, perkumpulan,
firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyerti@ntrak investasi
kolektif;

j. dihapus;

k. penghasilan yang diterima atau diperoleh pemasatmodal ventura berupa
bagian laba dari badan pasangan usaha yang dididdca menjalankan usaha
atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badamgas usaha tersebut:

1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah,yatag menjalankan
kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur atengtau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efefdtiriesia;

|. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu gatentuannya diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteigan;

m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badau daémbaga nirlaba yang
bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidangelp@n dan
pengembangan, yang telah terdaftar pada instangi yembidanginya, yang
ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan pras&@giatan pendidikan
dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam janglkéu paling lama 4
(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tetsgang ketentuannya diatur
lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturaneévldfuangan;

n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh BBReéagelenggara Jaminan
Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentymrohatur lebih lanjut

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.10 Tarif Pajak Penghasilan

Penerapan prinsipability to pay di Indonesia tercermin dengan
penggunaan tarif progresif dalam menentukan PagaiglRasilan terutand arif
pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kaajak yaitu®
a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adakdtagai berikut:

#bid.ps.17
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Tabel 5
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
1. sampai dengan Rp 50.000.000,- 5%
(lima puluh juta rupiah). (lima persen)
2. di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh 15%
juta rupiah ) sampai dengan F (lima belas persen)
250.000.000,- (dua ratus lima puluh
juta rupiah.
3. di atas Rp 250.000.000,- (dua ratus 25%
lima puluh juta rupiah ) sampai (dua puluh lima persen )
dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah).
4. di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus 30%
juta rupiah). ( tiga puluh persen )

b.Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetigah sebesar 28% (dua
puluh delatan persen.

Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada hurufapatl diturunkan
menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persemgydiatur dengan Peraturan
Pemerintah.Tarif sebagaimana dimaksud pada humtihjadi 25% (dua puluh
lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pa{102

Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk pmaseterbuka yang
paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumkaseluruhan saham yang
disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia themenuhi persyaratan
tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar(&%a persen). Tarif yang
dikenakan atas penghasilan berupa dividen yangitidva kepada Wajib Pajak
orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggesab 10% (sepuluh persen) dan
bersifat final. Karakteristik dari tarif Pajak pdragilan yang bersifat final ini
adalah:

1. merupakan tarif yang sifatnya final sehinggakigerlu digabung atau
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dijumlahkan dengan penghasilan lain (yang non Xindalam
penghitungan Pajak Penghasilan pada SPT Tahunan;

2. jumlah Pajak Penghasilan final yang telah dibagadiri atau dipotong
pihak lain sehubungan dengan penghasilan tersedak tdapat
dikreditkan;

3. biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkarenagih, dan
memelihara penghasilan yang pengenaan Pajak Pdiaghga bersifat
final tidak dapat dikurangkan.

2.11. Cara Menghitung Pajak Penghasilan

Pajak dikenakan atas penghasilan. Penghasilandiaraksud ialah setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima ataualigbeWajib Pajak, baik
yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Insianeintuk menambah
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan damdalam bentuk apapun.
Penghasilan tersebut dikurangi oleh biaya-biaya gyd&®mudian menjadi
penghasilan neto. Penghasilan neto tersebut kishaldengan tarif pajak yang
kemudian menjadi dasar untuk membayar pajak. Piduienga, cara menghitung
Pajak Penghasilan di Indonesia dengan menggunakiagigoself assesment.
Dasar hukum mengenai cara penghitungan Pajak Pataghdiatur dalam pasal-
pasal berikut ini:

1. Pasal 12 Undang-undang TentaKgtentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakanyang menggunakan prinsgelf asessment systemitu suatu
sistem pemungutan pajak dimana wewenang sepenuhmyak
menghitung besarnya pajak yang terutang oleh WRgijak diserahkan
oleh fiskus kepada Wajib Pajak yang bersangkutan, sehinggaadeng
sistem ini Wajib Pajak harus aktif untuk menghitumgenyetor dan
melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)ngkda Fiskus
hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan

2. Pasal 16 Undang-undang TentdPajak Penghasilamenjelaskan bahwa
Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapabagriWajib Pajak
dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengzara

mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimgksial Pasal 4 ayat
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(1) UU PPh.Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang gritan

badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14Bludihitung dengan

menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaldach Pasal

14 UU PPh dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dsmg

Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksdactdasal 7 ayat

(1) UU PPh. Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negerg

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melafiu foentuk usaha

tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitwepgan cara
mengurangkan dari penghasilan dan Penghasilan Rejak bagi Wajib

Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutangkpdgdam suatu bagian

tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A(&yaJU PPh

dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diteataa diperoleh dalam
bagian tahun pajak yang disetahunkan.

3. Pasal 4 Undang-undang TentaAgjak Penghasilamenjelaskan bahwa
objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap taarbakemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajakk yang berasal
dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yangatajpakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajakgy
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun

4. Pasal 6 Undang-undang TentaRgjak Penghasilanimmenjelaskan bahwa
besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajékndaegeri dan
bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan petamdsiuto dikurangi
biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memeliharghaeilan.

5. Pasal 9 Undang-undang TentdPgjak Penghasilaimmenjelaskan bahwa
untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pagik\Viajib Pajak
dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak bolalraligkan:

a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentukrapaperti dividen,
termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaamals kepada
pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usahadsipe

b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untukelktpgan pribadi
pemegang saham, sekutu, atau anggota;

c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, ikecual
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1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bankoddan usaha
lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha aehgl opsi,

perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaak anja

piutang;
2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadaagaran sosial
yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara JaminalSosi
3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Siampa
4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambanga
5. cadangan biaya penanaman kembali untukusahaakeim; dan
6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan t@E@mpéuangan
limbah industri untuk usaha pengolahan limbah itdugang
ketentuan dan syarat-syaratnya diatur denganatadadsekan
Peraturan Menteri Keuangan;
. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaargresi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar\lajib Pajak orang
pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerjandagremi tersebut
dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yaergangkutan;
. penggantian atau imbalan sehubungan denganjgeketau jasa yang
diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, Keqenyediaan
makanan dan minuman bagi seluruh pegawai sertagpatign atau
imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di dlagzetentu dan
yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yahg diengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkapdda pemegang

saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungarevea sebagai

imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangam, \@arisan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) hud#nahuruf b,
kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ®agat (1) huruf
i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterilel badan amil
zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atsahdian oleh

pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatrayid Wwagi
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pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang di@roleh lembaga
keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemeringang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Pama@e@merintah;

h. Pajak Penghasilan;

I. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untukek&pgan pribadi
Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya,

j- gaji yang dibayarkan kepada anggota persekufiiram, atau perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, damilkeam serta sanksi
pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksana
perundangundangan di bidang perpajakan.

6. Pasal 11 Undang-undang TentdP@jak Penghasilam€mmenjelaskan bahwa
penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, p@mdipenambahan,
perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecradiht yang berstatus hak
milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan b&&ipyang dimiliki
dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan rni@reelpenghasilan
yang mempunyai masa manfaat lebin dari 1 (satuntahlakukan dalam
bagian-bagian yang sama besar selama masa maafagptefah ditentukan
bagi harta tersebut. Penyusutan atas pengeluarata Hzerwujud
sebagaimana yang dimaksud selain bangunan, dagatjlakukan dalam
bagian-bagian yang menurun selama masa manfaaj, diaitung dengan
cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sika,lman pada akhir masa
manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengparat dilakukan
secara taat asas. Penyusutan dimulai pada bukkukldnnya pengeluaran,
kecuali untuk harta yang masih dalam proses pemg®erjpenyusutannya
dimulai pada bulan selesainya pengerjaan hartaelets Dengan
persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajpleidienankan melakukan
penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunaktuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bhbéata yang
bersangkutan mulai menghasilkan. Apabila Wajib Pajaelakukan
penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan gsebena dimaksud
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dalam Pasal 19 UWPh maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai

setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut

7. Pasal 17 Undang-undang TentdP@jak Penghasilarialah mengenai tarif
Pajak Penghasilan sebagaimana telah dijelaskanusaig pada sub bab
penelitian ini.

8. Pasal 20 Undang-undang TentdPgak Penghasilanalah mengenai cara
pelunasan pajak yang meliputi Pajak Karyawan Pak&Ph Pajak Impor
Pasal 22 UUPPh, dividen, bunga, royalti (Pasal 23 URPh), dan Wajib
Pajak Luar Negeri Pasal 26 LRPh.

9. Pasal 25 Undang-undang TentdPgjak Penghasilarmenjelaskan bahwa
Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjdag harus dibayar
sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalsébesar Pajak
Penghasilan yang terutang menurut Surat Pembeamafiahunan Pajak
Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimansimadalam Pasal 21
UU PPhdan Pasal 23 UWPh serta Pajak Penghasilan yang dipungut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22PP;

b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutarigadinegeri yang boleh
dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24PBhL dibagi 12
(dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tadyjak.

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar seneliriWajib Pajak untuk
bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunaak PRgnghasilan
disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Sueatbétitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnyaramgsjak untuk
bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Apabila dal&hun pajak berjalan
diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajakg lalu, besarnya
angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan swettgpan pajak tersebut
dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulamegdtan surat ketetapan
pajak.

10. Pasal 24 Undang-undang Tent&wak Penghasilarmenjelaskan bahwa
Pajak yang dibayar atau terutang di luar neges aenghasilan dari luar

negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajakanlnegeri boleh
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dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam rtapajak yang sama.
Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud adakdtesar pajak
penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negéapi tidak boleh

melebihi penghitungan pajak yang terutang.

2.12. Upaya Hukum atas Sengketa Pajak

Hubungan antaraFiskus dan Wajib Pajak tidaklah selalu harmonis.
Mungkin saja suatu waktu terjadi perselisihan yarenyangkut tentang besarnya
beban pajak yang harus ditanggung Wajib Pajaklngaasetiap perselisihan atau
sengketa diselesaikan dengan musyawarah. Jikancaicdak bisa ditempuh maka
bisa menggunakan upaya hukum Keberatan dan Banding.

Seorang Wajib Pajak mempunyai hak untuk menolasainga beban
hutang pajak yang harus dibayarnya. Hal ini terjé&ai Wajib Pajak berpendapat
bahwa jumlah rugi, jumlah pajak dan pemotongan gEmungutan pajak tidak
sebagaiman mestinya sehingga Wajib Pajak merasangupuas atau berat.
Tindakan yang dapat diambil oleh Wajib Pajak teusetlalah mengajukan Surat
Keberatan lepada Dirjen Pajak terhadap materi &édawari ketetapan pajak
tersebut, yaitu jumlah rugi, jumlah pajak dan pesngan atau pemungutan
pajak®

Keberatan dan Banding diatur dalam Pasal 25 sadgrzgan Pasal 27
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentietentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan. Yang dapat diajukan keberatan dalam Pasal 25 dyatdalah
jumlah pajak yang tercantum pada:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan K8KT,

c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);

d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);

e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiggalabarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kdpadktur Jenderal Pajak.

% Tjahjono & Huseinpp.cit,hal.69.
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Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 25(2yaindang-undang
KUP dinyatakan bahwa keberatan harus diajukan seesalis dalam bahasa
Indonesia. Selain itu dalam surat keberatan tetséaMajib Pajak harus
mengemukakan besarnya pajak yang terutang ataarnlyaspajak yang dipotong,
dipungut atau besarnya kerugian menurut perhitulgajib Pajak disertai alasan-
alasan yang jelas yang mendukung keberatannyabtegrslengenai tenggang
waktu untuk mengajukan keberatan diatur dalam @jatang menentukan bahwa
keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3)(tigdan sejak tanggal surat
ketetapan, tanggal pemotongan atau pemungutan. #kapi, bilamana dikirim
lewat pos maka yang menentukan adalah tanggal @apgngiriman atau kalau
diantar sendiri adalah tanggal pada bukti penennyaag sah sebagaimana diatur
dalam ayat (5%

Mengenai format atau bentuk surat keberatan tefdk yang ketentuan
yang mengatur sehingga Wajib Pajak tidak terikatapbentuk tertentu. Surat
keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Pagak dikirim melalui Kantor
Pelayanan Pajak terkait. Dalam hubungan dengamasdm dan penagihan pajak,
terdapat ketentuan sebagaimana dimuat dalam aygt d&n ayat (7) yang
menyatakan dalam hal Wajib Pajak mengajukan kederamaka jangka waktu
pelunasan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Keberatan, SK Reuatdn, Putusan
Banding, Putusan Peninjauan Kembali yang semulashdifunasi dalam waktu
satu bulan sejak diterbitkannya Ketetapan, Keputaan Putusan tersebut maka
atas jumlah pajak yang belum dibayar pada waktyukhanya keberatan,
pelunasan pajaknya ditangguhkan sampai dengarbaktn sejak diterbitkannya
surat keputusan Keberatan. Atas keberatan WajdkRajsebut Direktur Jenderal
Pajak harus mengambil keputusan dengan kemunglsimya adalal®
a. Menerima atau mengabulkan keberatan Wajib Pdjda sebagian atau

seluruhnya.
b. Menolak keberatan Wajib Pajak.

c. Menambah jumlah ketetapan pajak.

% Djazoeli Sadhanigt al. Mencari Keadilan di Pengadilan Pajaklakarta: PT.Gemilang
Gagasindo Handal, 2008), hal.18.

%8 |bid. hal.20.
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Apabila Wajib Pajak masih merasa keberatan atastusgn tersebut, maka ia
dapat menggunakan haknya untuk mengajukan banéipgda Pengadilan Pajak
hal ini diatur dalam Pasal 27 UKIUP jo UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang
Pengadilan Pajak

Pelaksanaan penyelesaian sengketa pajak di Prgd&thjak dilakukan
melalui prosedur tersendiri dan tata cara sertaamskenya diatur melalui Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Pajak yang memuat raargkagiatan yang harus
dilaksanakan. Sebelum sidang Pengadilan Pajaksditekan ada beberapa tahap
persiapan administrasi yang harus dilalui, yaitu:
. Penunjukan majelis hakim dan panitera.
. Rencana umum sidang (RUS).
. Penelitian berkas sengketa banding atau gugatajtelah siap sidang.
. Penyusunan risalah sengketa banding dan gugatan.
. Pemanggilan saksi, ahli atau ahli alih bahasa.

-~ DO o O T

Pemanggilan saksi.

. Pemanggilan ahli.

o0 «Q

. Pemanggilan ahli alih bahasa.
I. Biaya pemanggilan saksi, ahli dan ahli alih =gha
J. Pemberitahuan atau undangan pelaksanaan sidang.

Sebelum sampai pada tahap pelaksanaan sidangpderdeberapa hal
yang perlu diketahui yang ada kaitannya dengankpatean para persidangan
yaitu pemeriksaan dengan acara biasa dan pemerikdaagan acara cepat.
Dalam pemeriksaan dengan acara biasa terdapatnigamgligatan dan persiapan
bagi kuasa hukum. Sementara itu, dalam pemerikda@agan acara cepat terdapat
kehadiran Terbanding dan Pemohon Banding dalanmdpaigan dan persyaratan
kuasa hukum untuk hadar di persidangan. Mengerlakggnaan persidangan,
pada dasarnya pelaksanaan sidang Pengadilan Paijakuituk banding atau
gugatan tidak berbeda yang mencakup tertib pergadan pemeriksaan
pemenuhan ketentuan formal dan pemeriksaan matkokpsengketa pajak.

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhibesifat tetap. Putusan
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penyelesaian atas sengketa pajak yang disebutaePatysan Pengadilan Pajak

sesuai dengan isinya dapat beréfpa:

a. Menolak permohonan banding/gugatan. Putusan adegag Pajak berupa
menolak banding/gugatan hasil pemeriksaan atas mpéma ketentuan-
ketentuan yang bersifat formal terpenuhi kemudiéanplitkan ke pemeriksaan
materi ternyata Terbanding/Tergugat membuktikanddsarkan bukti-bukti
yang diajukan bahwa keputusan Terbanding/Terguwdal tsesuai baik secara
judex factie maupun judex yuris, Pemohon Banding/Gugatan tidak
mengakibatkan putusan berupa tidak dapat diterima.

b. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya permohbaading. Mengabulkan
sebagian apabila berdasarkan hasil pemeriksaanpatasnuhan ketentuan-
ketentuan yang bersifat formal bagi Pemohon Bantingenuhi dan alasan-
alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Banding d8lamat Banding, Surat
Bantahan sebagian dipertahankan oleh Majelis p&s#erperkara banding
tersebut. Mengabulkan seluruh banding apabila sarédan hasil pemeriksaan
atas pemenuhan ketentuan-ketentuan yang bersifatiféerpenuhi kemudian
diteruskan ke materi sengketa ternyata berdasadasan-alasan yang
dikemukakan oleh Pemohon Banding dalam Surat Bapditew dalam Surat
Bantahan yang didukung dengan bukti-bukti selurahaiyakini oleh Majelis
sehingga jumlah pajak yang harus dibayar oleh PemdBanding sesuai
dengan hasil perhitungan majelis.

c. Menambah besarnya pajak yang harus dibayarjyikdah pajak yang harus
dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan hasiitypegan Majelis lebih
besar daripada jumlah pajak yang harus dibayar é&hohon Banding sesuai
dengan putusan yang terhadapnya diajukan banding.

d. Banding/gugatan tidak dapat diterima apabilaatsyyang oleh Pemohon
Banding tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim/lHaklunggal karena tidak
dipenuhi syarat formal dengan adanya sebab-selehtte

e. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalalianghhanya diperuntukkan
bagi Putusan Pengadilan Pajak dan semata-mata onetoibetulkan kesalahan
tulis dan/atau kesalahan hitung yang terdapat dplasan tersebut.

*Ibid.,hal.100.
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f. Membatalkan apabila putusan tersebut memenrerisiypratan sebagai berikut:
1. Surat atau dokumen yang oleh Terbanding dim&esudsebagai
ketetapan atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan P&sabmpai
dengan Pasal 29 atau PPN yang penerbitannya mieledktu 12 (dua

belas) bulan;

2. Surat atau dokumen yang oleh Terbanding dim&esudsebagai
keputusan atas keberatan yang tidak dapat dip@ekahaleh Majelis
sebagai keputusan atas keberatan sebagaiman donadaiam
peraturan perundang-undangan perpajakan misalnyaerlpgan
melewati waktu 12 (dua belas) bulan;

3. Keputusan atau ketetapan Terbanding yang @iajidanding ternyata
terdapat kesalahan mengenai subjek, objek dan talajak yang
belum diputuskan sampai dengan sidang bandingaseles

Terhadap putusan Pengadilan Pajak tidak dapatiagikan banding atau kasasi,
tetapi dalam hal-hal tertentu terhadap putusan d&klag Pajak dapat diajukan

Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

2.13. Pengertian Kontrak dan Konsep Kontrak Bagi Hail Dalam Minyak
dan Gas Bumi

Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan olea dtau lebih pihak
dimana masing-masing pihak yang ada di dalamnyantit untuk melakukan
satu atau lebih prestasi. Dalam pengertian demilkkamtrak merupakan
perjanjian. Namun demikian kontrak merupakan p@ganyang berbentuk
tertulis® Kontrak di bidang minyak dan gas bumi telah dimsiejak zaman
Hindia Belanda sampai dengan saat ini. Peraturanongang-undangan yang
mengatur tentang minyak dan gas bumi pada zamadiddiBelanda adalah
Indische Mijn Wet (IMWYyang diundangkan pada tahun 1899. Pada tahun 1910
Pemerintah Hindia Belanda menambahkan Pasal 5A patische Mijn Wet

¥ Hikmahanto Juwana, “Modul Kontrak Bisnis Intermasil,"(Makalah disampaikan
pada perkuliahan Hukum Kontrak Internasional, Ursitas Indonesia, Depok, Februari, 2008,
hal.1).
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(IMW). Inti ketentuan Pasal 5 Andische Mijn Wet (IMW)adalah sebagai
berikut

1. Pemerintah Hindia Belanda mempunyai kewenangankuntaelakukan
penyelidikan dan eksploitasi;

2. Penyelidikan dan eksploitasi itu dapat dilakukandge dan mengadakan
kontrak dengan perusahaan minyak dalam bentuk dordtau lazim
disebut dengan sistem konsesi.

Sistem konsesi merupakan sistem di mana di dalamggb@laan minyak
dan gas bumi, kepada perusahaan pertambangan hatala diberikan kuasa
pertambangan, tetapi diberikan hak menguasai hak &nah. Pada zaman
kemerdekaan (1945-1960), peraturan yang menjadardasgkum pelaksanaan
pertambangan minyak dan gas bumi adalah Peratueamerihtah Pengganti
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang PertagamaMinyak dan Gas
Bumi, yang ditetapkan pada 26 Oktober 1960. Paattemerintah Pengganti
Undang-Undang ini disahkan menjadi Undang-Undangn®o44 Prp Tahun
1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumer8igang digunakan dalam
pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi lekdas Undang-Undang
Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan MidgakGas Bumi adalah
dalam bentuk perjanjian karya. Perjanjian karyauyauatu kerja sama antara
Perusahaan Negara Minyak dan Gas Bumi (Pertamia@)pérusahaan swasta
pemegang konsesi dalam rangka eksplorasi dan @esplminyak dan gas bumi.
Sistem perjanjian karya yang diperkenalkan melblndang-Undang Nomor 44
Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak danB@as tidak berlangsung
lama karena pada tahun 1964 sistem perjanjian kdigantikan dengan sistem
kontrak Production SharingPrinsip-prinsip kontrakProduction Sharingadalah
sebagai berikut:

1. Kendali manajemen dipegang oleh perusahaan negara;

2. Kontrak akan didasarkan pada pembagian keuntungan;

3. Kontraktor akan menanggung risiko pra produksi, dala minyak
ditemukan, penggantian biaya dibatasi sampai maksei®0% per tahun
dari minyak yang dihasilkan;

%9 Op.cit.hal.261
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4. Sisa 60% dari produksi akan dibagi dengan kompo8&io untuk
perusahaan negara, dan 35% untuk kontraktor;

5. Hak atas semua peralatan yang dibeli kontrakton alggindahkan lepada
perusahaan negara begitu peralatan itu masuk kaedsd, dan biaya akan
ditutup dengan formula 40%.

Prinsip kontrakproduction sharingkini telah dikuatkan oleh Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan QawiBDalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan GasiBditentukan bahwa
para pihak yang terkait dalam kontgatoduction sharingadalah badan pelaksana
dengan badan usaha atau Bentuk Usaha Tetap, bagafdrtamina. Kontrak
Bagi Hasil sendiri merupakan terjemahan dari istilBroduction Sharing
Contract (PSC).Dalam Russia’s Law on Production Sharing Agreemtatitun
1955 dan The Petroleum Tax Cod®97, istilah yang digunakan adalah
production sharing agreement (PSApdangkan di Suriname istilah yang lazim
digunakan adalaproduction sharing service contract (PSSC).

Di Indonesia, istilah kontrakroduction sharingditemukan dalam Pasal
12 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tgramtaminajo Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Undzeng Nomor 8
Tahun 1971. Sementara itu, dalam Pasal 1 angkant@nd-undang Nomor 22
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, istilahgydigunakan adalah dalam
bentuk kontrak kerja sanfd.Di dalam pasal ini berbunyi bahwa kontrak kerja
sama adalah:

“kontrak bagi hasil atau bentuk kerja sama lairanekegiatan eksplorasi
dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dasilnya
dipergunakan untuk kemakmuran raky#t.”

Pasal ini tidak khusus menjelaskan pengertian r&&nProduction
Sharing tetapi difokuskan pada konsep teoretis kerja sdiniedang minyak dan
gas bumi. Kerja sama dalam bidang minyak dan gamsi lWapat dibedakan
menjadi dua macam, yaitu kontrgkoduction sharingdan kontrak-kontrak

lainnya. Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2@®tang Minyak dan

“0bid., hal.257.

“1bid.,hal.259.
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Gas, tidak kita dapatkan pengertian kontPakduction Sharingdapat kita baca
dalam Pasal 1 angka 1 PP Nomor 35 Tahun 1994 tprigmarat-syarat dan
Pedoman Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil Minyak dars @umi. Kontrak
production sharingadalah*?

“kerja sama antara Pertamina dan kontraktor untekaksanakan usaha
eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dssnkan prinsip
pembagian hasil produksi.”

Sementara itu, dalam Undang-undang Nomor 22 TaR0@l para
pihaknya adalah badan pelaksana dengan badan atsah&entuk usaha tetap.
Dengan demikian, definisi ini perlu dilengkapi daisempurnakan. Kontrak
production sharingdalah*®

“perjanjian atau kontrak yang dibuat antara badsaksana dengan badan
usaha dan atau Bentuk Usaha Tetap untuk melakudgiatkn eksplorasi
dan eksploitasi di bidang minyak dan gas bumi demgansip bagi hasil.”

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi di atédah®*
1. adanya perjanjian atau kontrak;
2. adanya subjek hukum, yaitu badan pelaksana dengdanbusaha
atau Bentuk Usaha Tetap;
3. adanya objek, yaitu eksplorasi dan eksploitasi akngan gas bumi,
di mana eksplorasi bertujuan untuk memperoleh més mengenai
kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh i@ak
cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja ydigntukan,
sedangkan eksploitasi bertujuan untuk menghasithkenyak dan gas
bumi;
4. kegiatan di bidang minyak dan gas;
5. adanya prinsip bagi hasil.
Prinsip bagi hasil merupakan prinsip yang menga¢mbagian hasil yang
diperoleh dari eksplorasi dan eksploitasi minyak dms bumi antara badan

pelaksana dengan badan usaha dan atau badan esghaPembagian hasil ini

42 bid.
3 | bid.

44 1bid.,hal.260.
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didiskusikan antara kedua belah pihak dan biasatyangkan dalam kontrak

production sharingJika diteliti dari berbagai variasi Kontrékoduction Sharing,

ada beberapa ciri-ciri utama yang terlihat yartu:

(1),

).

3).

Manajemen ada di tangan negara (perusahaan negabalam bentuk
Kontrak Production Sharing negara umumnya diwakili oleh perusahaan
negara misalnya Pertamina di Indonesia dan Petrdnd&alaysia dengan
pengecualian Guatemala. Guatemala menggunakan akomroduction
Sharingtanpa membentuk satu perusahaan negara untuk nlienadara
dalam menjalankan fungsi bisnisnya. Pembentukamspbaan negara untuk
mewakili negara dalam bentuk KontraRroduction Sharing adalah
dilatarbelakangi oleh pertimbangan hukum bisnis.nd@men di tangan
negara artinya negara ikut serta dan mengawasingdaoperasi secara aktif
dengan tetap memberikan kewenangan kepada kontraktok bertindak
sebagai operador dan menjalankan operasi di baerapwasannya.
Penggantian biaya operasi (operating cost recoveAdanya penggantian
biaya operasi yang telah dikeluarkan oleh kontraktialam Kontrak
Production Sharingmengandung makna bahwa kontraktor mempunyai
kewajiban untuk menalangi terlebih dahulu biayarapeyang diperlukan,
yang kemudian diganti kembali dari hasil penjuasau dengan mengambil
bagian dari minyak dan gas bumi yang dihasilkan.

Pembagian hasil produksi (production splifpembagian hasil produksi
setelah dikurangi biaya operasi dan kewajiban imnnmerupakan
keuntungan yang diperoleh oleh kontraktor dan pekaasdari sisi negara.
Di samping itu, biasanya juga pembagian hasil ptedantara minyak dan
gas bumi berbeda. Dalam pembagian hasil produksyakibiasanya negara
mendapatkan bagian yang lebih besar daripada kbotyasebaliknya untuk
pembagian hasil produksi gas bumi biasanya negamdapatkan bagian
yang lebih kecil dibanding yang diterimanya dalarmyak karena secara

teknologi, komersial dan finansial minyak lebih mmbhgengelolaannya.

(4). Pajak (tax).Yang dimaksud dengan pajak di sini adalah semyek pang

oleh ketentuan hukum dikenakan atas kegiatan dpkoadraktor di statu

> Rudi M.SimamoraHukum Minyak dan Gas Burfilakarta: Djambatan, 2000), hal.60.
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negara tertentu, terutama pajak penghasilan peaasalPengenaan pajak
penghasilan perusahaan ini dikaitkan erat dengaarbga pembagian hasil
produksi antara negara dan kontraktor. Umumnyan#lantrak Production
Sharing kontraktor tidak dikenakan pajak tanaurface tax)sebagaimana
biasanya dalam Konsesi. Prinsipnya adalah semagsarbbagian negara
maka pajak penghasilan yang dikenakan atas kootrakan semakin kecil.
(5). Kepemilikan asset ada pada negara (perusahaan @@gamumnya semua
peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan operasnjadi milik
perusahaan negara segera setelah dibeli atau hsetef@esiasi. Definisi
setelah dibeli berbeda dari satu negara ke negaraya dan demikian juga
dengan metode penghitungan depresiasi yang digaonb&eeda dari satu

negara ke negara lainnya.

2.14. Kebijakan Perpajakan di Sektor Migas yang Mayangkut Uplift

Tidak ada peraturan perpajakan yang menjelaskaragagisti mengenai pengertian
uplift. Akan tetapi, menurut Surat Departemen Keuangan iepgodonesia Direktorat
Jenderal Pajak Direktorat Pajak Penghasilan kdgepala Kantor Wilayah VI DJP Jaya
Khusus nomor 586/PJ.42/2001 mengenai Perlakuak Pejaghasilan atddplift dan
Perusahaan Pelayaran/Penerbangan luar neg#ift, adalah pembayaran berupa
minyak mentahdgfude oil)oleh Pertamina kepada kontraktor minyak asing dedagka
perjanjian Kontrak Bagi Hasil (KB#Broduction Sharing Contractebagai kompensasi
sehubungan dengan penggunaan dana talangan yahgdieérikan kantor pusat
kontraktor minyak asing tersebut untuk membiayaragional KBH yang seharusnya
merupakan bagian kewajiban partisipasi Pertamiaandeembiayaan. Atas dasar iplift
dipersamakan sebagai bunga yang merupakan olgkkppaghasilan

Sementara itu, pengertian dari Pertamina menyeabutkawauplift adalah
selisin lebih (50%) yang dibayar Pertamina kepadatréktor asing dalam rangka
perjanjian Joint Operation Bodifontrak Bagi Hasil sebagai kompensasi atas dana
talangan yang telah diberikan oleh kontraktor asintyk membiayai operasional
KBH yang seharusnya merupakan kewajiban partisipagamina dalam pembiayaan.
Mengenai uplift sebagai obyek pajak atau bukan sampai saat inihmaginjadi
perdebatan. Kebijakan pajak atggift yang muncul tahun 2003, dikhawatirkan dapat
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membuat takut para investor untuk memblaint Operation Bod§® Pengenaan pajak
atasuplift menjadi permasalahan pada tahun 2004 dan masiadinpolemik di kalangan
praktisi perpajakan hingga saat ini.

Menurut Sutadi Pudjo Utomo, pemerhati masalah jadgoa migas,
menjelaskan bahwa dalam sistem bisnis perminyaldift merupakan pengakuan
penambahan(mark-up) dari nilai investasi potensi cadangan sebelum pdu
komersil dari pengembangan pemilikan cadangan elzegai insentif fiskal atas resiko
tinggi pada masa eksploraSiOleh karena merupakan pengakumark-up atas nilai
pengeluaran investasi, makglift dapat diartikan sebagai tambahan biaya. Sementara
itu, pendapat lainnya mengenaplit adalah bahwa selain bunga yang terkandung di
dalamnya bukan merupakan penghasilan dan bukak pbjek sehingga jikaplift
dikenai Pajak Penghasilan hal tersebut tidak sejaagan rumusan Pasal 4 Undang-undang
Pajak Penghasilan.

Menurut Rachmanto Surahméix partner dari Prasetio, Sarwoko & Sandjaja
Consult,mengatakan bahwa pengenaan pajak, khususnya RagthaBilan secara umum
tidak dapat diterapkan sepenuhri{aini terjadi dikarenakan salah satunya adalah tahap
eksplorasi. Menurut beliau juga, dalam tahap efeploada biaya-biaya yang harus
dikeluarkan dan biaya-biaya tersebut 100% ditargygoieh kontraktor dimana jika
kontraktor tersebut tidak dapat minyak atau minyakrtidak ekonomis untuk
dikembangkan maka biaya tersebut akan hilang.adstiap eksplorasi dilakukan tahap
eksploitasi. Pengenaan pajak dikenakan pada sadtaktor migas memperoleh
penghasilan atau waktu minyak itu dijual (tahajplekasi). Pengenaan pajak migas juga
lebih bersifat khusus, dimana hal ini sudah dilglagpada bab sebelumnya mengenai
kebijakan perpajakan di sektor migas dan di jelagkga pada Pasal 31 ayat (4) UU
Migas bahwa dalam kontrak kerja sama ditentukamé&adewajiban membayar pajak

harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peratleaimdang-undangan di bidang

““Pengenaan Pajak Kontrak JOB Migas P@itinjau Uang,"hitp: Avw. kon aniaen iof

4" Sutadi Pudjo Utomo,"Pengertiddplift Dalam Productioharing," Indonesian Tax
Review Digest Edisi 48 Volume (R005): 20.

8 Rachmanto Surahmat (2),"Migas: Makin Digaliayg Makin Tinggi,"Indonesian Tax
Review Digest Volume lIFgbruari 2006):13.
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perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak KerjeaShrandatangani; atau ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakgrogriaku.

Untuk lebih menjamin pengusahaan minyak yang lebdndiri dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 27/1968 Pemerintah kamudendirikan Perusahaan
negara. PP ini dicabut dan digantikan dengan Unrdadgng Nomor 8/1971 tentang
Pertaminayang memberi hak kepada PN Pertamina untuk mehgkaa minyak
dan gas bumi di Indonesia, yang meliputi eksploeksiploitasi, pemurnian, perigolahan,
pengangkutan dan penjualan mitfaBerusahaan Negara itu diberikan keleluasan untuk
mengadakan Kontrak Bagi Hasil (KBH/KPS). KontralgBidasil atas produksi dibagi
berdasarkan suatu persentase tertentu yang disepakani merupakan cara untuk
menerapkan sepenuhnya pemilikan minyak oleh negaetalui manajemen
pengusahaan minyak dan gas bumi.

Menurut - Tugiman Binsarjono, koordinatotax training di Lembaga
Manajemen Formasi mengatakan bahwa pembagian kgamudalam sistem
Kontrak Production SharingKPS) tidak lagi didasarkan atas hasil penjualamyai,
tetapi produksi minyaR® Seluruh minyak yang dihasilkan dibagi antara
Pemerintah/Perusahaan Negara dan kontraktornyaruhpetbandingan yang berlaku.
Perusahaan minyak sebagai kontraktor memperolelataskminyak yang merupakan
bagiannya pada saat penyerahan untuk ekspor. BERBKini pada awalnya banyak
mendapatkan kritik negatif, khususnya dari perimamainyak besar. Padahal, dibalik
kebijakan itu terdapat tujuan tertentu, di manegpedalian operasi secara langsung
bisa memberikan kesempatan untuk mengembangkanrieraa Perusahaan Negara
dalam operasi perminyakan yang melibatkan modalrlmesn penggunaan teknologi
tinggi tanpa harus ikut menanggung risiko invesfasig menjadi tanggung jawab
kontraktor.

Seiring dengan pemberlakuan UU Migas, maka terdagizrapa perubahan
kebijakan terkait pengusahaan migas. Sebelumnynftiea merupakan badan yang
mewakili Pemerintah dalam menandatangani KPS deragaiaktor migas. Dengan UU
yang baru ini, Badan Pelaksana (BP) Migas menjadird&ktor dan regulatornya

4 hid.

*Tugiman Binsarjono,"Bagi-bagi Hasil Migadbkdonesian Tax
Review Digest Volume IlI(Februari 2006):16.
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sedangkan Pertamina hanya sebagai kontraktormsejaggenai hak dan kewenangan
lain yang dimiliki Pertamina sebelumnya kini bdrakepada BP Migas final ini
berdasarkan aturan peralihan Pasal 60 sampai ddhgsal 63 UU Migas yang
menyebutkan:

Pasal 60
“Pada saat Undang-undang ini berlaku :
a. dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahumaRena dialihkan
bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PersengardePeraturan
Pemerintah;
b. selama Persero sebagaimana dimaksud dalam dibelfim terbentuk,
Pertamina yang dibentuk berdasarkan Undang-UndammgoN 8 Tahun
1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambaleambaran
Negara Nomor 2971) wajib melaksanakan kegiatanausihyak dan Gas
Bumi serta mengatur dan mengelola kekayaan, pegdavaihal penting
lainnya yang diperlukan;
c. saat terbentuknya Persero yang baru, kewajieaiaina sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, dialihkan kepada Perseng y@rsangkutan.

Pasal 61
Pada saat Undang-undang ini berlaku :
a. Pertamina tetap melaksanakan tugas dan fungsibipaan dan
pengawasan pengusahaan kontraktor Eksplorasi dgypldtiasi termasuk
Kontraktor Kontrak Bagi Hasil sampai terbentuknyadBn Pelaksana;
b. pada saat terbentuknya Persero sebagai pendgaré@imina, badan
usaha milik negara tersebut wajib mengadakan Kknkarja Sama
dengan Badan Pelaksana untuk melanjutkan EkspldesiEksploitasi
pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertaminaidaggap telah
mendapatkan Izin Usaha yang diperlukan sebagairdanaksud dalam
Pasal 24 untuk usaha Pengolahan, Pengangkutannfpaman, dan
Niaga.

Pasal 62
Pada saat Undang-undang ini berlaku Pertamina tetdgksanakan tugas
penyediaan dan pelayanan Bahan Bakar Minyak unggertuan dalam
negeri sampai jangka waktu paling lama 4 (empatria

Pasal 63
Pada saat Undang-undang ini berlaku :
a. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, semuakbaljiban, dan
akibat yang timbal dari Kontrak Bagi Hasftroduction Sharing Contrajt
antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada B&etaksana;
b. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, kontrakyiang berkaitan
dengan kontrak sebagaimana tersebut pada hurutasadertamina dan
pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;
c. semua kontrak sebagaimana dimaksud pada hurdéna huruf b
dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirkgatrak yang
bersangkutan;
d. hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari kakt perjanjian atau
perikatan selain sebagaimana dimaksud pada hud#nahuruf b tetap
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dilaksanakan oleh Pertamina sampai dengan terb®yduRersero yang

didirikan untuk itu dan beralih lepada Perseroeieus;

e. pelaksanaan perundingan atau negosiasi antdearitea dan pihak lain

dalam rangka kerja sama Eksplorasi dan Eksploithgralin

pelaksanaannya kepada Menteri.”

Kontrak ini dinamakan Kontrak Kerja Sama (KKS) ald@n KKS itu
ditegaskan tentang penerimaan negara, kewajibagelparan dana, kewajiban pasea
operasi pertambangan, kewajibban pemasokan minyak den atau gas bumi untuk
kebutuhan dalam negeri dan juga kebijakan lainagg diatur dalam Undang-undang
lama.

Penerimaan negara yang berasal dari sektor hulu k@giatan usaha yang
mencakup eksplorasi dan eksploitasi terdiri ataep@aan dalam bentuk pajak dan
penerimaan bukan pajak. Penerimaan yang berupe teejiti dari Bea Masuk serta
Pajak Daerah dan Retribusi DaetalSementara penerimaan bukan pajak terdiri dari
bagian negara, iuran tetap dan iuran eksplorasiettaploitasi serta bonus-bonts.
Terkait perubahan kebijakan migas ini menurut RadtonSurachmat teori hal itu
berpengaruh pada aspek perpajakannya. Hal inditdsgmena dalam UU baru secara
tegas diberikan klausul yang membedakan antarairpana pajak dan penerimaan bukan
pajak. Rachmanto juga mencatat bahwa dalam UU Migag baru, kontraktor bisa
memilih UU yang berlaku pada saat ditandatanganisgjalan dengan perubahariiya.

Dengan pemberlakuan UU Migas yang baru maka passebiagi hasil yang
diterima negara akan menjadi lebih kecil. Persentasla KPS untuk minyak bumi
85%:15% untuk bagian pemerintah dari bagian kotdradkan 70%:30% untuk gas
alam. Namun, KKS umumnya memberi bagian Pemersghbsar 80% dan kontraktor
20% untuk minyak bumi dan 65%: 35% untuk gasdam.

*L Andi M.Igbal, “Bagi-bagi Hasil Migadndonesian Tax Review Digest Volume il
(Februari 2006):16

> Ibid.
> Ibid.
** Rachmanto Surachmat ( 3) , "Bagi-bagi Hasil Mitiadpnesian Tax Review Digest Volume Il

(Februari 2006) :17.
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215.Studi Kasus

1. BUT Seaunion Energy (Limau) LTD.melawan Kepala Kantor Pelayanan
Pajak Badan dan Orang Asing Dua.

Kasus posisi yang terjadi antara Pertamina dalamt Operating Body
dengan kontralEnhanced Oil Recoveryaitu BUT Seaunion Energy (Limau) Ltd
melawan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dangQksing Dua dikarenakan
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Ba$&PKB) atas BUTSeaunion
(Limau) Ltd, sehubungan dengan adanya objek paakphuplift. Kasus tersebut
telah diajukan keberatan ke pengadilan PTUN dandibgnke PT TUN.
Kronologis kasus tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pada tanggal 2 Juli 2004 Kantor PelayanaakFBadan Orang Asing Dua
{KPP Badora Il) menerbitkan Surat Ketetapan Pajakakg Bayar (SKPKB)
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 sebanyak 2 letahaPPh Badan sebanyak
dua lembar untuk Tahun Pajak 2001 dan 2002 @& yang diterima BUT
Seaunion (Limau) Ltdnvestor asing yang menjadi mitra Pertamina dalamt
Operation BodyJOB).

b. Tanggal 16 September 2004-KPP Badora Il mek#esurat teguran kepada
BUT Seaunion (Limau) Ltdgar segera membayar SKPKB dimaksud.

c. Tanggal 21 September 2004- B$Eaunion (Limau) Ltdmenyampaikan
keberatan atas SKPKB PPh Pasal 26 sebanyak 2 |eDdrarPPh Badan
untuk Tahun Pajak 2001 dan 2002 dengan melayarsgkahkepada Direktur
Jenderal Pajak Departemen Keuangan.

d. Tanggal 4 Oktober 2004 KPP Badora Il menyakapairalat atas Surat
tegurannya tersebut di atas, dan tetap memintaBigiaiSeaunion (Limau) Ltd.
membayar SKPKB tersebut.

e. Tanggal 12 Oktober 2004-BUT Seaun{tumau) Ltd. menyampaikan surat
keberatan atas SKPKB yang telah diralat/diperkaiisebut.

f. Tanggal 13 Desember 2004-KPP Badora mengednaBurat Paksa Nomor
636.b/WPJ.07/KP.1004/2004 untuk memerintahkan BWauBion (Limau)
Ltd segera membayar PPh Pasal 26 dan PPh Badan taB@nda@ 2002
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sebesar US $ 1,628,355 serta memerintahkarsiar untuk menyita barang-barang
milik BUT Seaunion (Limau) Ltd.

g. Tanggal 14 Januari 2005-KPP Badora Il secarahakpinemerintahkan JP
Morgan Chase Bank NA untuk memblokir rekening uSiea (Limau) Ltd, dan
pihak bank mengindahkan perintah tersebut paidéauhaga.

h. Tanggal 18 Januari 2005-pihak KPP Badora figelearkan himbauan kepada BUT
Seaunion (Limau) Ltdgar segera menyetor PPh afalft sebagaimana SKPKB
tersebut.

I.. Tanggal 19 Januari 2005-JOB Pertan@gaunion (Limau) Ltdnenyampaikan
permintaan kepada KPP Badora Il agar menghentiablipkiran rekening BUT
Seaunion (Limau) Ltd karena kegiatan produksi di lapangan terhenti. BUT
Seaunion (Limau)Ltdheminta agar KPP Badora |l melakukan perundingdebib
dahulu ihwal pemblokiran rekening BWBeaunion (Limau) LtdDasarnya adalah
bahwa masalah pajak ataglift harus memperhatikan komentar Badan Pemeriksa
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terlebih dahydng menyatakan,
Penetapan Pajak atddplift "Beium Selesai"dan "Perlu Pembahasan Lebih
Lanjut". Selain itu, ketika KPP Badora II menerbitk@KPKB sesungguhnya
tidak pernah ada pemeriksaan dan perhitupgmk atas BUTSeaunion
(Limau) Ltd sebelumnya. Hal ini dibuktikan dangan tidak adalaymran hasil
pemeriksaan dan perhitungan pajak atas BeAunion (Limau) Ltd,

j-1.Tanggal 31 Januari 2005-KPP Badora Il kenmbaiierbitkan SKPKB untuk PPh Pasal 26
(7 SKPKB):

a. No. 0002a/206/95/081/2005 untuk tahun pajak 1995
b. No. 0002a/206/96/081/2005 untuk tahun pajak 1996
c. No. 0002a/206/97/081/2005 untuk tahun pajak 1997
d. No. 0002a/206/98/081/2005 untuk tahun pajak 1998
e. No. 0002a/206/99/081/2005 untuk tahun pajak 1999
f. No. 0002a/206/00/081/2005 untuk tahun pajak 2000
0. No. 0002a/206/03/081/2005 untuk tahun pajak 200
2. SKPKB PPh Badan (7 SKPKB), yang terelii d

a. No. 0002a/204/95/081/2005 untuk tahurk (i&85

b. No. 0002a/204/96/081/2005 untuk talajeiql 996
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c¢. No0.G002a/204/97/081/2005 untuk talajekg 997

d. No.0002a/204/98/081/2005 untuk tahuedqiE§98

e. N0.0002a/204/99/081/2005 untuk tahuakd&99

f. N0.0002a/204/00/081/2005 untuk tahun p&ja80

g. No.0002a/204/03/081/2005 untuk tahurk2ga3

Sengketa ini dimenangkan oleh BUSeaunion (Limau) Ltddalam

Putusan PTUN Jakarta tertanggal 27 Juli 2005 Nomor
054/G.TUN/2005/PTUN.JKT yang membatalkan semua SBAh Pasal 26
dan SKPKB PPh Badan serta menyatakan penetapanfRejghasilan atagplift
melanggar asas keadilan, asas persamaan bebamsatapraporsionalitas. KPP
Badora Il kemudian mengajukan permohonan banding®&egadilan Tinggi
TUN yang kemudian kembali menguatkan Putusan PTaKdria kemudian KPP
Badora Dua melanjutkan perkara ini dengan mengajlesasi, dan pada awal
tahun 2007 Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkamusan yang
menguatkan Putusan PTUN Jakarta dengan Putusan d#oNS81/MA/ 2007.

2. BUT HED (Indonesia) Inc. melawan Direktur Jenderal Pajak
Kasus posisi permasalahan ini imbul dikarenakeat Batetapan Pajak Kurang Bayar
Pajak Penghasilan (SKPKB) oleh Kantor Pelayanaiik Bajdan dan Orang Asing Dua dengan
kronologis sebagai berikut:
a. Pada tanggal 4 Februari 2005 diterbitkannya Siettdpan Pajak Kurang

Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 rNomo
0003a/206/03/081/05 oleh Kantor Pelayanan PajarBdah Orang Asing
Dua, dengan perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak..................ccocceeennenn. US$1,013,923,.85
Pajak Penghasilan yang terutang....................... US$ 304,177.16
Kredit Pajak. ...........cuviiviiieiiiiiiiiee e US$ 0.0
Pajak yang tidak/kurang dibayar........................ US$ 304,177.16
Sanksi ADMINISIASI. ... ....vveeveeeeieieceeeiee s US$ 79,086.0
Jumlah yang masih harus dibayar........................... US3,283.22
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b. Bahwa atas SKPKB Pajak Penghasilan Badan Taijak 2003 tersebut
BUT.HED (Intemasional ) Inanengajukan keberatan dengan surat nomor:
0013/PTLMP-ACCT/IV/2005 tanggal 8 April 2005;

c. Dijen Pajak melalui Keputusannya nomor : KER¥PJ.07/BD.05/2006
tanggal 12 April 2006 membetulkan Surat KetetagakKurang Bayar Pajak
Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor : 006428A181/05 tanggal 4
Februari 2005 karena terdapat kekeliruan dalamepeng tarf, dengan

perhitungan sebagai berikut:
Tabel 6

Uraian Penghasilan Pajak Kredit Sanksi JumlabPPh

Kena Pajak | Penghasilan Pajak Administrasi | Yang Kurang/

Terutang (Lebih) Bayar
(US$) (US$) (US$) (US9) (US$)

Semula 101392385  304.177,16 Nihl - 79.086,06 383.263,22
(Dikurangi)/ Nihil 50.696,19 Nihil 13.181,01 63.877,20
Ditambah
Menjadi 1.013.923,85 354.873,35 Nihrl 92.267,07| 447.140,42

d. Ditolaknya keberatan yang diajukan dBiT HED (Indonesia) Inalengan
keputusan nomor: 645\WPJ.07/BD.05/2006 tanggal @ 2006, sehingga
perhitungan semula menjadi sebagai berikut:

Tabel 7
Uraian Penghasilan Pajak Kredit Sanksi JumlahPPh
Kena Pajak | Penghasilan Pajak Administrasi | Yang Kurang/
Terutang (Lebih) Bayar
(US9) (US9) (US$) (US9) (US$)

Semula 101392385  354.873,35 Nihl  92.267,07 447.140,42
(Dikurangi)/ Nihil Nihil NI Nihil Nihil
Ditambah
Menjadi 101392385  354.873,35 Nihl  92.267,07 447.14042
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e. BUT.HED (Indonesia) Indetap keberatan sehingga dengan Surat Banding
Nomor: 0011/PTLMP-ACCTA/2006 tanggal 15 Mei 208&JT.HED
mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak.

Hasil dari putusan Banding tersebut dalam putusamon12097/PP/M.XI/15/2007
tanggal 8 Oktober 2007 adalah menolak permohomatingayang diajukan oleh BUHED
(Indonesia) Inderhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak diomdifidetap merupakan Objek
Pajak darBUT. HED (Indonesia) Indcarus membayar nominal tagihan pajak sebesar US $
1.013.923,85. Dalam kasus BIUT. HED (Indonesia) Inctetap merasa keberatan sehingga
terhadap putusan Pengadilan Pajak tersilit HED (Indonesia) Incnengajukan Peninjauan
Kembali ke Mahkamah Agung dan sampai saat ini rdataim proses serta belum ada putusan
dari Mahkamah Agung.

2.16.Analisa tentang Kebijakan Uplift dan Pengenaan Pajak dalam Sektor
Migas Terhadap Kontrak Bagi Hasil (Kasus BUT Seaunion dan
BUT.HED)

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada peratperpajakan yang
menjelaskan secara pasti mengenai pengarphft. Dikarenakan peraturannya yang
tidak jelas menyebabkan pengeriigotit menjadi bermacam-macam. Ditinjau dari sudut
perpajakan menurut Surat Departemen Keuangan Hemdunesia Direktorat Jenderal
Pajak Penghasilan Nomor 586/pj.42/2001 mengenéalkidan Pajak Penghasilan atas
Uplift dan Perusahaan Pelayaran/Penerbangan luar uglgiesidalah pembayaran berupa
minyak mentahdrude oil)oleh Pertamina kepada kontraktor minyak asing dasargka
kontrak Bagi Hasil (KBHProduction Sharing Contrasiebagai kompensasi sehubungan
dengan penggunaan dana talangan yang telah dib&akdéor pusat kontraktor minyak
asing tersebut untuk membiayai operasional KBH yaetgrusnya merupakan bagian
kewajiban partisipasi Pertamina dalam pembiayaan.

Sementara itu, pengertiamplit menurut Pertamina adalah selisih lebih (50%)
yang dibayar Pertamina kepada kontraktor asingrdabngka kontrak bagi hasil
sebagai kompensasi atas dana talangan yang tddatikdn oleh kontraktor asing
untuk membiayai operasional KBH yang seharusnyaipakan kewajiban partisipasi
Pertamina dalam pembiayaan. Menurut beberapa paktirdiartikan sebagai tambahan

biaya, Pendapat lainnya menyebutkan balglét bukan merupakan penghasilan dan
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bukan objek pajak sehingga jiglift dikenai Pajak Penghasilan hal tersebut tidak sejala
dengan rumusan Pasal 4 Undang-undang Pajak Ramjhiengenaiuplift sebagai
obyek pajak atau bukan sampai saat ini masih meejetkbatan.

Definisi uplift yang bermacam-macam ini dimana tidak ada rumusan
berdasarkan peraturan yang jelas mengaklbatkamgkya kepastian hukum pengenaan
pajak dalam sektor migas. Hal tersebut menjadinpkldi kalangan praktisi perpajakan
hingga saat ini dan tentunya berdampak pada inwestg ingin membuat kontrak bagi
hasil. Terhadap kebijakaruplift ini seharusnya ada peraturan khusus yang
mengaturnya. Jika dalam pembuatan kontrak badi Jaisi Operation Body (JOB)
dimanauplift ini menimbulkan pajak berganda akan lebih baik jakdn uplift ini
ditiadakan karena berpengaruh terhadap iklim baauskn merupakan implikasi
penting dalam meningkatkan produktivitas energionat Akan tetapi, apabilaplift
menguntungkan negara dimana merupakan pendapgtaa neka aturan terhadapift
ini harus jelas sehingga tidak lagi menimbulkaxlgeatan yang mengakibatkan kurangnya
kepastian hukum.

Pengenaan pajak penghasilan secara umum tidak ditgpabkan sepenuhnya
adalah sesuatu yang masuk akal karena dalam t&kporsi ada biaya-biaya yang
harus dikeluarkan dan biaya-biaya tersebut ditamyaleh kontraktor. Artinya, kalau
kontraktor tersebut tidak dapat minyak atau minyakriidak ekonomis untuk
dikembangkan maka biaya-biaya tersebut akamnghil Biaya-biaya ini dalam migas
disebut dengasunk cost.

Dalam keadaan seperti ini tidak dapat dikenakaekppgnghasilan karena
sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pajagthasilan bahwa yang
menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu sedisgpahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yaegasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi attuk umenambah kekayaan wajib pajak
yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentplrgpeSehingga dalam hal ini
apabila kontraktor tidak dapat minyak atau minyakriydak ekonomis untuk
dikembangkan maka tidak dapat dikenakan objek pagaighasilan karena bukan

merupakan penghasilan yaitu tambahan kemampuaromi®ryang diterima atau

*5 Indonesia (1)oc.citps.4 ay.1

%8 | pid.
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diperoleh wajib pajak. Setelah tahap eksploraakahian tahap eksploitasi. Pada tahap ini
sunk costtadi langsung dibebankan sampai habis dan tidakadigsasi. Produksi
tersebut akan dikurangunk cosseluruhnya sampéilly recovered Pengenaan pajak
akan dilakukan seteladunk cosskelesai atagost recoversudah habis. Jadi, pajak
dikenakan pada saat kontraktor memperoleh perghastu waktu rninyak itu dijual
sehingga pajak penghasilan secara umum tidakdigoapkan sepenuhnya.

Pengenaan pajak migas juga lebih bersifat khusussis yang dimaksud ialah
kebijakan pajak dalam sektor migas yakni pajakepess, pajak pertambahan nilai,
pajak impor dan pajak penghasilan badan dan sapaggang merupakan kebijakan
disinsentif bagi investor. Hal ini sesuai dengasaPal ayat (4) UU Migas bahwa dalam
kontrak kerja sama ditentukan bahwa kewajiban mganl@ajak harus dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangattedplperpajakan yang berlaku pada
saat kontrak kerja sama ditandatangani; atau keteieraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan yang belaku. Diberlakukannya kérkébijakan disinsentif tersebut
sesuai dengan Pasal 31 Migas setelah lebih daah®m tidak pernah ada membuat
investor menjadi berkurang untuk melakukan invesi@am sektor migas. Dari sudut
pandang negara, pengenaan kebijakan disinsewalif fe#sebut tentunya akan menambah
pemasukkan kas negara. Akan tetapi, dalam praftippgndapatan tersebut tidak
sebanding dengan investasi yang dilakukan investor.

Mengenai pembagian keuntungan dalam sistem Kdptadtuction Sharing/ang
tidak lagi didasarkan atas hasil penjualan minyedapi produksi minyak dimana
seluruh minyak yang dihasilkan dibagi antara PenaiPerusahaan negara dan
kontraktornya menurut perbandingan yang berlakensebya bukan suatu permasalahan.
Akan tetapi, pada awalnya banyak kritik negatihadap bentuk KontraRroduction
Sharingini, hal ini merupakan suatu hal yang wajar kaggeda dasarnya Perusahaan
Negara dapat mengendalikan operasi secara langfamgkontraktor seakan-akan
bekerja sepenuhnya untuk Perusahaan Negara. Ssteenasjuan dari kebijakan
tersebut ialah pengendalian operasi secara langssagiemberikan kesempatan untuk
mengembangkan kemampuan Perusahaan Negara dalemsi gueminyakan yang
melibatkan modal besar dan penggunaan teknologjgititanpa harus ikut
menanggung resiko investasi yang menjadi tanggamghj investor. Singkatnya, bila

perusahaan asing berkembang maka Perusahaan déggdikut berkembang pula.
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Terhadapsengketa antara BUT Sgon Energy (Limau) Ltdnelawan Kepala
Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing DB& @adora Dua) mengenai Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh atas OBggkk berupaiplift pada
akhirnya dimenangkan olebeauniorsebagai pihak penggugat. Dalam putusannya pada
tanggal 20 Juli 2005, Majelis Hakim PTUN yang diketoleh H. Kadar Slamet SH
menyatakan bahwa Kepala KPP Badora Dua telah dattisewenang-wenang karena
menetapkaruplift sebagai objek pajak PPh. Hampir setahun lebihaseteérkara
tersebut diputus di PTUN, hingga sekarang masia sajadi polemik terutama
keputusan Majelis Hakim PTUN dalam memutuskan balphé bukan objek pajak dan
benar atau tidaknya Kepala KPP Badora Dua telalkolen tindakan kesewenang-
wenangan terhadap Seaunion karena menerbitkan SkERKplift yang nilainya sekitar
US$ 15 juta. Bahwa pada sidang PTUN tanggal 26l 2005 Majelis Hakim
pemeriksa perkara No.54/PTUN.JKT/G/2005 menghintkB& Badora untuk tidak
melakukan upaya apapun terhadap ketetapan yarigadiee KPP Badora tersebut
(Tergugat) akan tetapi nampak jelas penagihandétdukan KPP Badora pada tanggal
21 April 2005 dengan cara mengirim surat paksadeepdJT SeauniorEnergy (Limaul)
Ltd. Beberapa dokumen yang dapat menjadi bahan penifabadalam mencermati
aspek hukum dari penerbitan SKPKB ajalit terhadap BU BeauniorfLimau) Ltd. jalah:

1. Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukannBadieriksa Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) tertanggal 29 September t#898kiub adanya
pernyataan bahwaplift bukan merupakan pendapatan BUT. Artinya, tidaktdapa
serta merta dijadikan sebagai objek pajak, Sebagainperlu dikemukakan
bahwa pada 19 Januari 2005 dengan surat Ref. N#0Z3/1/2005 JOB
Pertamina-Seaunidanergy (Limau) Ltdsudah dinyatakan bahwa pembahasan
mengenai uplift sebagai objek pajak adalah "belum selesai" danlu"per
pembahasan lebih lanjut”.

2. Surat Direktur PPh Nomor S-586/PJ.42/2001 ggainl0 Oktober 2001 yang
ditujukan kepada Kakanwil VI DJP Jaya Khusus telglyatakan bahwaplift
sebagai objek pajak masih bersitgbatable dan secara administratif sulit
dilaksanakan karena pembayarannya dilakukan sddawaus. Di dalam
lingkungan pejabat perpajakan sendiri terjadi fede mengenai perlakuan
pajak atasplift.
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3. Surat Kakanwil VI Jakarta Raya Khusus kepadgaleKPP PND dan KPP
Badora 11 tertanggal 24 Oktober tentang PerlakuRin &asuplift yang
menyebutkan bahwa: (1).Pengenaan PPHupliisdilakukan dengawitholding
tax, yaitu BUT Seaunion (Limau) Ltdnembayar PPh pasal 26 sebesar 20%
kepada Pertamina, dan Pertamina meneruskan pewntrayarkepada kantor
pajak; (2).Self assessmerdjimana BUT Seaunion (Limau) Ltdmembayar
sendiri pajak tersebut melalui bank persepsi. Pgarba pajak PPh pasal
26 ini telah dilakukan langsung oleh BlSeaunion (Limau) Ltanelalui
mekanismeelf assessment.

4. Surat Direktur Utama Pertamina Nomor 341/COOCQ0Q3 tanggal 23 Mei
2003 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan terfamngkuan PPh atas
uplift. Makna yang terkandung dari surat ini ialah basetearusnya otoritas pajak
memperhatikan aspek resiko yang begitu besar giiaggkontraktor, sehingga
pengenaan pajak berganda tanpa dasar hukum yasgajgin membebani
investor/kontraktor.

Berkaitan dengan hal itu, penulis telah melakukemefitian terhadap perkara
tersebut dan mengenai laporan penelitian ini daljataskan bahwauplift bila
didasarkan pada hukum pajak penghasilan yaitu \gadztang Nomor 17 Tahun 2000
Tentang Pajak Penghasilaraupun perubahannya yaitu Undang-undang Nomorl3fTa
2008 Tentang Pajak Penghasilan sebagai Obyek Bdgkada atau belum ada dasar
hukumnya. Hal ini dapat dilihat dari dar pasal yata(l) Undang-undang Pajak
Penghasilan bahwa yang menjadi Objek Pajak adatsighpsilan yaitu setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima ataroldipevajib pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indongaiag dapat dipakai untuk konsumsi
atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yangnigéagan, dengan nama dalam
bentuk apapur. Sementara itu, definisi khusus mengenaiift ini tidak ada
dikarenakan tidak adanya peraturan perpajakandiakglangan praktisi pajak mengenai
tepat atau tidaknya menjelaskan secara pastigenai uplift sehingga mengakibatkan
definisiuplift ini ada bermacam-macam.

Definisi yang ada selama ini masih banyak diperftebaoleh para pihak.
Menurut Surat Direktur PPh Nomor S-586/PJ.42/26@amnggal 10 Oktober 2001 yang

57 | bid.
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ditujukan kepada Kakanwil VI DJP Jaya Khusus telialgatakan bahwaplift sebagai
objek pajak masih bersifakebatabledan secara administratif sulit dilaksanakan karena
pembayarannya dilakukan secara khusus. Di dalgkuingan pejabat perpajakan sendiri
terjadi perdebatan mengenai perlakuan pajakuplds Hanya saja dapat disimpulkan
menurut Surat Direktur Nomor S-586/PJ.42/2001 babpldt adalah pembayaran
berupa minyak mentatcr(de oil) oleh Pertamina kepada kontraktor minyak asing
dalam rangka perjanjian Kontrak Bagi Hasil (KBHpagai kompensansi sehubungan
dengan penggunaan dana talangan yang telah dibéskéor pusat kontraktor minyak
asing tersebut untuk membiayai operasional KBH ysatgarusnya merupakan bagian
kewaj iban partisipasi Pertamina.

Atas dasar itu, tidaklah tepat bilzplift dipersamakan sebagai bunga yang
merupakan Objek Pajak penghasilan sebagaimanaligahgitkan dalam pasal 4 ayat (1)
Undang-undang Tentari@ajak Penghasilardikarenakan pengembalian dana talangan
yang diberikan Pertamina kepada investor adalatyaieireimbursemergehingga hal ini
sangat tidak masuk akal bila dikenai pajak. PadalPaayat (3) huruf ¢ Undang-
undang Nomor 36 Tahun 2008 TentadPgak Penghasilanlinyatakan bahwa yang
tidak termasuk objek pajak adalah harta termastdcase tunai yang diterima oleh
badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayatr(f)thsebagai pengganti saham
atau pengganti penyertaan modal. Oleh karenapiiti termasuk penggantian modal
yang dimasukkan dalameimbursement costnaka tidak termasuk Objek Pajak.
Selain itu, berdasarkan hasil pembahasan yangikiilakBadan Pemeriksaan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) tertanggal 29 Septembertetipat pernyataan bahuglift
bukan merupakan pendapatan BUT sehingga tidak defatmerta dijadikan sebagai
Objek Pajak.

Yang dapat dijadikan Objek Pajak Penghasilan Benhis&ha Tetap bagi
BUT Seunion Energy (Lima@dalah hal-hal yang disebutkan pada Pasal 5 gyat1
PPh. Dalam hal ini penggugat yaitu BUT Seauniofabd&ajib Pajak yang patuh dimana
seluruh pajak dari hasil produksi EOR menjadi tanggn Pertamina. Sementara itu, Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 26 dan Pajak Badan sumajartan oleh kontraktor yakni
Seaunion Energy (Limau) L&kjak rnasa awal pendirian perusahaan sampansaat i
Mengenai SKPKB pengenaan pajak atpift yang dilakukan oleh KPP Badora Dua
terhadap BUTSeaunion Energy (Limauwjalam hal ini apabila diberlakukan akan
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menimbulkardoble tax(pajak berganda) karena sebelumnya telah dibaype§ak pasal
26 UUPPh.

Selain Seaunion terdapat perusahaan lain yang juga mengalami
permasalahan mengenaiplift yaitu BUT. HED (Indonesia) Inc.Dalam
permohonan bandingnya dalam permasalahan ini ketdlputuskan oleh
Pengadilan Pajak karena menyangkut nilai nomingihtan pajak yakni sebesar
US$ 1,013,923.85yplift merupakan penghasilan neto yang harus dikenakak paj
penghasilan, hal ini dikarenakan menurut MajelikirlaPengadilan Pajakplift
adalah pembayaran oleh PT. Pertamina (Persero)d&egantraktor berupa
minyak mentah dalam rangka perjanjian Kontrak Bdasil sehubungan dengan
penggunaan dana talangan dari kontraktor untuk nagmboperasional Kontrak
Bagi Hasil yang seharusnya bagian kewajiban ppassiPT. Pertamina (Persero)
ditambah 30 % dan tambahan 30% tersebut sebfgdt yang merupakan
penghasilan bagi kontraktor. Dari pengertian tessetidak jelas manakah yang
merupakan objek penghasilan atadift karena sesungguhnysplift merupakan
dana talangan sehingga apabila dana talanganki&mbalikan seharusnya tidak
dikenakan Pajak Penghasilan karena tidak menaméraarkpuan nilai ekonomis
Wajib Pajak, bahkan dalam kasus ini Wajib Pajakny&UT. HED (Indonesia)
Inc. merugi. Hal ini berbeda apabila dalam pengembalema talangan tersebut
terdapat suatu keuntungan atau kelebihan, makawegen atau kelebihan itulah
yang seharusnya dikenakan Pajak Penghasilan wgtifs karena keuntungan
tersebut merupakan Objek PajaRasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan
nomor: 267/KMK.12/1978 tanggal 19 Juli 1978 besedajelasannya dinyatakan
bahwa pendapatan kotor adalah nilai realisasi péanuyang terjadi dalam suatu
tahun pajak oleh kontraktor yang diperoleh dari:

a. minyak dan atau gas bagi pengembalian biay@ugsi;

b. minyak dan atau gas yang menjadi bagian kktatra

c. minyak tambahan, jika ada, yang diberikan kapgamhtraktor dalam

rangka pemberian Investment Credit dan lainnya

d. minyak dan atau gas Pertamina yang terjual dano dijual oleh

kontraktor dikurangi nilai realisasi yang dibayarkaepada Pertamina.

Universitas Indonesia

Analisa kebijakan..., Arina Novizas S., FH Ul, 2010



67

Dari keempat penjelasan tersebut tidak ada satppujelasan mengenaplift
sebagai pendapatan kotor, sehingga KMK tersebwnsebya tidak relevan atas
kasus ini.

Menurut pendapat kontraktor yakBUT. HED (Indonesia) Incbahwa
pajak penghasilan tersebut seharusnya tidak dilkenglajak atasiplift karena
tidak menambah nilai ekonomis, mengandung resiko lasifatreimbursment.
Sementara itu, menurut keterangan ahli dalam ka&sugakni Hilman Kifli
auditor ahli madya Badan Pengawasan Keuangan darbdPgunan (BPKP)
menerangkan bahwlift merupakan penghasilan bagi kontraktor dan biaga ba
Pertamina.Uplift dikenakan pajak, dan tidak ada pembebanan biayaatag
uplift. Pendapat ahli lainnya yakni Ir. Madjedi Hasan, MIREH berpendapat
bahwa dalanProduction Sharingda 3 konsep:

a. Kepemilikan dimiliki oleh Pemerintah yang dnidan ke Pertamina;

b. Kendali Operasi dipegang oleh Pertamina;

c. Kontraktor perannya dibatasi hanya menyediakan ddaa
menanggung resiko, dana ini bukan sebagai pinjanetapi
sebagai investasi.

Menurut pendapatnya jugaplift dikenakan pajak apabila biayaogt) sudah
dikembalikan, tetapi apabila adaost yang belum dikembalikan makaplift
seharusnya tidak dikenakan pajdbplift sendiri baru ada sejak tahun 1989,
sebelum tahun tersebut tidak ada istilgiift. Terhadap permasalahaplift yang
menjadi polemik di kalangan kontraktor Migas dami @a(dua) contoh kasus di
atas sudah seharusnya ada Undang-undang ataurgerihwsus yang mengatur
tentang uplift sehingga tercipta kepastian hukum di kalangan pelaisnis,
kontraktor dan petugas pajakigkus.

Selanjutnya, bahwa arah dan tujuan penyemputdiadang-undang Nomor 36
Tahun 2008 Tentan§ajak Penghasilaradalah untuk lebih meningkatkan keadilan
pengenaan pajak, lebih memberikan kemudahan KéygitaPajak dan untuk menunjang
kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatikastasi langsung di Indonesia,
baik penanaman modal asing maupun penanaman natala degeri di bidang-bidang

usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yangapaemmioritasBila dikaitkan dengan
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kasus ini maka arah dan tujuan penyempurnaan UntialaggPajak Penghasilatersebut
tidak sejalan.

2.17. Upaya Hukum dan Dampak Diberlakukannya Kebgkan Uplift dalam Sektor
Migas

Hukum pajak yang berlaku bertujuan untuk meningkatipenerimaan
negara dari tahun ke tahun sesuai dengan rencartagsan penerimaan atau
target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pemaapdan Belanja Negara
(APBN). Akan tetapi, dalam implementasinya mengpadeeberapa fakta-fakta
hukum berkaitan dengan penerapannya terhadap suyigglk dari kalangan
pebisnis. Adapun kontraktor di bidang perminyakaang/ mengungkapkan
perkara hukum mereka dalam penelitian ini, yg&eaunion (Limau) Ltddan
BUT.HED (Indonesia) Inc., dua kontraktor migas asing yang melakukan
kerjasama dengan Pertamina dalam eksplorasi dastuksplapangan minyak
(JOB - Joint Operation Body Dalam penelitian ini manajeme8eaunion
(Limau) Ltd —selanjutnya diseb@eauniormengungkapkan, ada suatu penagihan
PPh yang dilakukarriskusterhadap perusahaan ini pada “sesuatu yang bukan
objek pajak”, yaitwplift.

Uplift dalam pengertian umum pada sebuah perusahaaraktontyang
menjadi mitra Pertamina dalam sebu&@B untuk memproduksi minyak dan gas
adalah dana milik kontraktor PMA yang dikembalikdertamina setelah sebuah
lapangan telah berproduksi. Dana tersebut mundrbeebagai pendapatan yang
bernilai ekonomis, melainkan berasal dari bagiandahoinvestasi yang
dikeluarkan kontraktor untuk menalangi Pertamindamdaskema 50:50 dalam
melakukan eksplorasi lapangan migas. Sebab padéyawv#®ertamina tidak
menyertakan kewajiban modalnyga(ticipating interest sebesar 50 % sehingga
ditalangi sementara oleh kontraktor. Setelah lapamgigas itu berproduksi maka
dana talangan itu dikembalikan Pertamina dalamubentinyak mentahcfude
oil) senilai dana investasi yang ditalangi tersebahii®ga sesuai dengan bunyi
kontrak antara kontraktor dan Pertamina, dana galanyang dikembalikan
tersebut merupakameimbursement cos{pendapatan kotor dari penggantian

modal) dan bukan merupakan objek pajak penghasilan.
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Persepsi yang berkembang di kalangan kontraktormasngeperti yang
dialami Seaunion dan HED adalah Fiskus melakukan penagihan Pajak
Penghasilan RPh) dengan memaksakan penetapgotift sebagai sebuah objek
pajak. Uplift tersebut telah ditetapkan sebagai objek pajak Bigkusdan tidak
mempertimbangkan artiplift sebagaimana dikemukakan di atas. Penetapan uplift
sebagai objek pajak secara sepihak dhetkus telah menimbulkan sengketa.
Menurutfiskus,dalam hal ini KPP Badora Dua Jakanglift ditetapkan sebagai
objek pajak dengan mengacu pada Surat Direktur BBR Nomor S-
586/PJ.42/2001 dan Nomor S-156/PJ/2005 tentancakReh Pajak Perseroan
atau Pajak Penghasilan ataglift. Kedua surat tersebut meminta seluruh
kontraktor migas untuk membayar PPh badan apdift tersebut. Dasar hukum
pajak yang dipergunakan adalah Pasal 5 ayat (Lf budU Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah digregfan UU Nomor 36 Tahun
2008, bahwa yang menjadi Objek Pajak Bentuk Usadtapl(BUT) antara lain
adalah penghasilan sebagaimana tersebut pada P@sghang diterima atau
diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubuatgkiif antara BUT dengan
harta atau kegiatan yang memberikan penghasilaakgina.

Sementara itu terjadinya sengketa atas penagiRBh ini karena
kontraktor berpandangan bahwaplift merupakan pendapatan kotor atau
reimbursement costlan bukan sebagai pendapatan yang memiliki talabah
ekonomis sebagaimana dimaksudkan Pasal 5 ayat1pPRh, sehingga tidak
merupakan objek pajak. Apalagi Keputusan Mentemudtgan (KMK) Nomor
267/1978 telah menyatakan bahwa apahbihift merupakan pendapatan kotor
maka tidak dapat diberlakukan sebagai objek pdjak.

Pada kasus yang dialamBeaunion Fiskus telah menindaklanjuti
penagihan pajak kurang bayar (SKPKB) atguift dengan menerbitkan Surat
Paksa dan melakukan penyitaan terhadap aset PMAsntgrsebut. Akibat
tindakan Fiskus tersebut Seaunion menghentikan operasinya dan negara

mengalami kerugian akibat terhentinya pasokan psiddari salah satu

8 \Wawancara dengan Chew Sin Hwa, Direktur Keuangaarea, Jakarta, 17 Maret 2009
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kontraktor migas yang bermitra dengan PertaminanddlOB. Apabila makin
bertambah jumlah kontraktor migas yang mengalamsipga yang sama dengan
Seaunionmaka target pemerintah untuk meningkatkan prodokgas di atas 1
juta barel per hari sulit dicapai. Dengan demikmemerintah telah kehilangan
kesempatan mendapatkan tingkat produktifitas tertéompportunity cost dari
eksplorasi dan eksploitasi migas. Potensi kerugrancenderung membesar
mengingat setiap kontraktor migas memilikilift, sehingga apabila mereka tidak
bersedia membayar pajak atgdift akan mengalami sengketa pajak sebagaimana
dialamiSeauniordanHED.

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap SKPKRByyaenyangkut
uplift ini adalah mengajukan keberatan ataupun bandemg Rasus inBeaunion
tidak menggunakan upaya hukum dalam Pasd@P, Seaunioriebih memilih
gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara k&aaa melalui Pengadilan
Pajak harus membayar pajak terutang sebesar S50b&%gaenana diatur dalam
Pasal 36 ayat (4) Undang-undaRgngadilan Pajakyang menyatakan bahwa
banding hanya dapat diajukan apabila jumlah tegutgang dimaksud telah
dibayar 50 %Dalam kasus ini kemungkina®eaunionmemiliki pajak terutang
yang jumlahnya besar sehingga untuk menghindaenkean pada Pasal 36 ayat
(4) Undang-undangengadilan PajakersebuiSeaunionmenggugat KPP Badora
Dua Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PJbakdrta pada tahun 2005.
Gugatan tersebut diterima PTUN Jakarta sekaligusotak eksepsi absolut dari
KPP Badora Dua selaku Tergugat. Meskipun sudahUsmaang-undang Nomor
14 Tahun 2002 Tentangengadilan Pajak PTUN Jakarta menganggap bahwa
materi gugatan bisa diterima karena tidak menyaingikai nominal tagihan pajak
dalam SKPKB atasuplift yang ditujukan kepad&eaunion melainkan karena
gugatan ditujukan kepada penerapan hukum yang salatpejabat TUN (KPP
Badora Dua) ataSeauniorsebagai badan hukum perdata. Oleh karena itu PTUN
Jakarta mengabulkan gugatan tersebut. Pengadilah Jd#karta menilai bahwa
GugatarSeauniortidak melanggar Pasal 3 LRengadilan Pajakiang berbunyi:

1. Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang nksaedan

memutus Sengketa Pajak (ayat 1);
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2. Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memed&samemutus
sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditemikia oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 2);

3. Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa damutne
sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atatukapypembetulan
atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dadaal P3 ayat (2)
UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum data Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubaly yerakhir
dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan pengadadangan
perpajakan yang berlaku (ayat 3).

Perkara ini kemudian diputuskan PTUN Jakarta dengamenangkan
Seaunionsebagai Penggugat, dengan dasar pertimbangan pakoka Tergugat
telah melakukan penafsiran yang terlalu luas a@salP5 ayat (1) UUPPh
sehingga keputusan pejabat TUN tersebut menimbudiskmesi yang merugikan
badan hukum perdata berupa timbulnya kewajiban yalagg semestinya terjadi.
Salah satu kutipan pertimbangan hakim PTUN Jakadalah uplift tidak
termasuk Objek Pajak karena tidak memiliki tambahgal ekonomis sehingga
bukan termasuk sumber keuangan negara/pendapatgaranesebagaimana
dimaksud Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 200@3eal 4 ayat (1) UU
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Kemuhakim PTUN
mempertimbangkan pula bahwa dengan hanya mendasad@a uplift saja
sebagai sesuatu yang menambah kemampuan ekonamgigugat dan atas dasar
itu Tergugat menetapkaruplift sebagai Objek Pajak Penghasilan tanpa
menghitung dan mengkompensasikan secara keselurésarnya biaya dan
resiko yang ditanggung Penggugat sebagaimana dabentimbangkan di atas,
maka Tergugat telah bertindak sewenang-wenang @enggar asas keadilan di
dalam menetapkan Pajak Penghasilan #él.

Putusan PTUN Jakarta dirumuskan dalam Penetapan oNom
054/G.TUN/2005/PTUN.JKT tertanggal 27 Juli 2005. rgimat kemudian
mengajukan permohonan banding ke Pengadilan TimgtN yang kemudian
kembali menguatkan Putusan PTUN Jakarta. KPP Badwa kemudian

melanjutkan perkara ini dengan mengajukan kasasi, ghda awal tahun 2007
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Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Putusan yaegguatkan Putusan
PTUN Jakarta dengan Putusan MA Nomor 81/MA/2007.la¥faun PTUN
Jakarta menilai bahwa gugatSeauniortidak melanggar UUPengadilan Pajak
mengenai kompetensi absolut seharusnya PTUN Jakiiék terburu-buru
menerima gugatan tersebut di PTUN karena terhadagksta pajak sudah ada
upaya hukum yang seharusnya dilakukan Wajib Pajakniy mengajukan
keberatan kepada Dirjen Pajak dan banding ke Pédagaéajak. Dalam kasus
Seunionmengenai kompetensi peradilan mana yang berwengmgnarnya ada
pelanggaran karena upaya hukum atas sengketa pajak keberatan dan
banding sudah diatur dalam Pasal 25 sampai dengsal R7 Undang-undang
Nomor 28 Tahun 2007 Tentam@etentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tent®eggadilan PajakAlasan dari
PTUN yang menolak eksepsi kompetensi absolut dajei Pajak sebenarnya
sangat bisa dipertanyakan karena suatu penetapaitlak bisa dilepaskan dari
materinya sehingga terhadap permasalahan pajak geermpadili seharusnya
Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-undang Nomdrabhdn 2002 Tentang
Pengadilan PajakDalam UU Pajak Penghasilano UU Ketentuan Umum dan
Tata Cara PerpajakarDirjen Pajak berwenang menetapkan SKPKB atel$
assesmentari Wajib Pajak yang dilaksanakan atau tidak dialakan atau
dilaksanakan tetapi tidak benar dimana hal inilalidean dalam Pasal 12 jo Pasal
13KUP, yaitu:

“Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terg sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakangan tidak

menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajakahl pajak yang
terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaileh Wajib Pajak
adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengaentketn peraturan
perundang-undangan perpajakan. Apabila Direktur deeth Pajak

mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menuBurat

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud tidak benagktDir Jenderal
Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Dgkgka waktu 5

(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak ataakbiEnya masa pajak,
bagian tahun pajak, atau tahun pajak, Direktur dextdPajak dapat
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.”

Yang dapat diajukan keberatan dalam Pasal 25 (@yaadalah jumlah

pajak yang tercantum pada:
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a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan KBHI,

c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);

d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);

e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketgyaabarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam kasusSeauniondimana permasalahan ditimbulkan karena penerbitan

SKPKB dan materi dari SKPKB tersebut adalah pengjitun bahwaiplift adalah

Objek Pajak maka seharusngaaunionmengajukan keberatan ke Dirjen Pajak

dan banding ke Pengadilan Pajak bukan PTUN ataga@édan Tinggi TUN.

Dengan adanya dua kompetensi peradilan terhadajket@npajak maka hanya

akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidakngalaunifikasi dalam

hukum sehingga dalam hal ini seharusnya ada ketegéei Menteri Keuangan

dengan mengeluarkan peraturan hukum mengepéft dan apabila terjadi

sengketa pajak terhadaplift diajukan keberatan ke Dirjen Pajak dan banding ke

Pengadilan Pajak.

Dalam kasus ini dampak dari hasil putusan PTUMNgyaenyatakan
penetapan Pajak Penghasilan afpléit melanggar asas keadilan, asas persamaan
beban dan asas proporsionalitessebut memberikan dampak yang sangat penting
dan strategis yang berpengaruh terhadap inveatasnal, antara lain: perlindungan kepada
dunia usaha dalam mengembangkan investasinyaodidaih; melindungi masyarakat dari
tindakan dan kebijakan aparatur negara yang sewemnanang, merugikan publik
dan tanpa berdasarkan peraturan perundangan ydagubenenggairahkan iklim
berusaha dan berinvestasi di tanah air khususnyeldor migas sehingga dapat
mendorong terciptanya kegairahan investasi yargasamenguntungkan bagi bangsa
dan negara ke depan; mengandung implikasi pentagy llsaha meningkatkan
produktivitas energi nasional karena adanya kepasérusaha dan berinvestasi di sektor
migas, dan hal ini merupakan potensi yang menggkum bagi negara dan bangsa
pada saat ini dan akan datang. Menurut Ir. Madjiedian, MPE, M.H dalam salah satu
konsep Production Sharing yakni kontraktor perannya dibatasi hanya
menyediakan dana dan menanggung resiko, dana k@nbsebagai pinjaman

tetapi sebagai investasi, oleh karena itu apab@gmd?intah dalam hal ini
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Pertamina tidak selalu mempunyai uang dalam kond@B/PSCdan selalu
ditalangi oleh kontraktor maka tentunya hal ini mkmlak menguntungkan bagi
kontraktor/investor karena perhitungan bisnisngtakijelas.

Sementara itu, terhadap kasB8T. HED (Indonesia) Incdiajukan ke
Pengadilan Pajak karena menyangkut nilai nomimgihga pajak yakni sebesar
US$ 1,013,923.85, dimanaplift merupakan penghasilan netto yang harus
dikenakan Pajak Penghasilan. Dikarenakan dalamsk&idl. HED (Indonesia)
Inc. terdapat nilai nominal tagihan pajak maka pengadjeng berwenang dalam
mengadili sengketa pajak tersebut adalah PengaHdgak hal ini sesuai dengan
Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 286tangPengadilan
Pajak dimana Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan weganameriksa dan
memutus sengketa pajak, Pasal 33 ayat (1) UndatigAgntentand®engadilan
Pajak yang menjelaskan bahwa Pengadilan Pajak merugadagadilan tingkat
pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutisiagketa pajak dan Pasal
77 ayat (1) Undang-undang tentaPgngadilan Pajalbahwa putusan Pengadilan
Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekinatieum tetap.

KasusSeauniormembuktikan bahwa tidak hanya adanya celah kelamah
pada penerapan hukum pajak pada PRh yang terlalu luas dalam penafsiran
Objek Pajak, tetapi juga menyangkut sisi ketidakpas hukum dalam
pelaksanaan UPengadilan PajakPenagihan pajak terhadap sesuatu yang bukan
Objek Pajak telah membuktikan adanya praktek peaeraukum pajak yang
sangat sumir. Pihak aparat DJP dalam hal ini KaRaayanan Pajak Badan dan
Orang Asing Dua (KPP Badora IDplift yang diterime&SeauniordanHED telah
dinyatakan sebagai Objek Pajak dan dilakukan pbaagBeauniondan HED
tidak bersedia membayarnya sehindgakus menerbit Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar (SKPKB).
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